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AKBAR TENRI TETTA PANANRANG (B 111 09 996), dengan judul 
“Penerapan Asas Equality Before The Law Dalam Penyidikan Tindak 
Pidana Korupsi”. Di bawah bimbingan Bapak H. M. Said Karim, selaku 
Pembimbing I dan Ibu Hj. Nur Azisa selaku Pembimbing II.  
 
Tujuan penelitian ini untuk adalah mengetahui kendala dalam 
penerapan asas equality before the law dalam penyidikan tindak pidana 
korupsi dan upaya penegak hukum dalam mengefektifkan penerapan 
asas equality before the law dalam penyidikan tindak pidana korupsi. 
Penelitian ini dilakukan di Kota Makassar, dengan memilih tempat 
penelitian di Polrestabes Makassar, Kejaksaan Tinggi Kota Sulawesi 
Selatan, bertujuan untuk mendapatkan data primer dan sekunder. Data 
diperoleh dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui 
wawancara dan dokumen  dari institusi terkait.  
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kendala yang dihadapi 
dalam penerapan asas equality before the law adalah: 1. Perundang-
undangan yang memproteksi para pejabat; 2. Kurang memadainya 
sumber daya manusia dalam institusi penegak hukum; 3. Dibutuhkannya 
sarana dan prasarana yang mendukung kinerja dalam institusi penegak 
hukum; 4. Moralitas dan integritas penyidik di institusi penegak hukum. 
Adapun upaya-upaya yang dilakukan para penegak hukum dalam 
mengefektifkan penerapan asas equality before the law adalah: 1. 
Pengembangan sumber daya manusia yang lebih professional dalam 
institusi penegak hukum khusus untuk hal yang sifatnya teknis; 2. 
Meningkatkan sarana dan prasarana dalam institusi penegak hukum; 3. 
Mengupayakan produk legislasi yang bertujuan mengefektifkan penerapan 











AKBAR TENRI TETTA PANANRANG (B 111 09 996), with the title 
"Application of Principle of Equality Before The Law In Corruption 
Investigation". Under the guidance of Mr. H.M. Said Karim, as 
Supervisor I and Ms. Hj. Nur Azisa as Advisor II.  
The purpose of this study was to determine constraints for the 
application of the principle of equality before the law in the investigation of 
corruption and law enforcement efforts in effecting the application of the 
principle of equality before the law in a corruption investigation. 
This research was conducted in the city of Makassar, by choosing a 
Polrestabes research in Makassar, South Sulawesi Prosecutor's Office 
City, aiming to obtain primary and secondary data. Data obtained using 
the technique of data collection through interviews and documents.  
The results of this study indicate that the obstacles faced in the 
implementation of the principle of equality before the law are: 1 Legislation 
that protects officials; 2 Inadequate human resources in law enforcement 
agencies; 3 The need for facilities and infrastructure that support the 
performance of the law enforcement agencies; 4 Morality and integrity of 
investigators in law enforcement agencies. The efforts undertaken by the 
law enforcement agencies in the effective application of the principle of 
equality before the law are: 1 Development of human resources in a more 
professional law enforcement agencies for the technical nature; 2 
Improving infrastructure in law enforcement institutions; 3 Seek legislation 
that aims to streamline the application of the principle of equality before 
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A. Latar Belakang Masalah  
Dalam UUD 1945 ditegaskan bahwa Negara Indonesia 
berdasarkan atas hukum (Rechtstaat), tidak berdasarkan atas kekuasaan 
belaka (Machstaat). Ini berarti bahwa Republik Indonesia adalah Negara 
hukum yang demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, 
menjunjung tinggi hak asasi manusia, dan menjamin semua warga negara 
bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan serta wajib 
menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.  
Hukum menetapkan apa yang harus dilakukan dan atau apa yang 
boleh dilakukan serta dilarang. Sasaran hukum yang hendak dituju bukan 
saja orang yang nyata-nyata berbuat melawan hukum, melainkan juga 
perbuatan hukum yang mungkin akan terjadi, dan kepada alat 
perlengkapan negara untuk bertindak menurut hukum. Sistem bekerjanya 
hukum yang demikian itu merupakan salah satu bentuk penegakan 
hukum. 
Proses pembangunan dapat menimbulkan kemajuan dalam 
kehidupan masyarakat, selain itu dapat juga mengakibatkan perubahan 
kondisi sosial masyarakat yang memiliki dampak negatif, terutama 
menyangkut masalah peningkatan tindak pidana yang meresahkan 
masyarakat. Salah satu tindak pidana yang dapat dikatakan cukup 
fenomenal adalah masalah korupsi. Tindak pidana ini tidak hanya 
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merugikan keuangan negara, tetapi juga merupakan pelanggaran 
terhadap hal-hak sosial dan ekonomi masyarakat. 
Di berbagai belahan dunia, korupsi selalu mendapatkan perhatian 
yang lebih dibandingkan tindak pidana lainnya. Fenomena ini dapat 
dimaklumi mengingat dampak negatif yang ditimbulkan oleh tindak pidana 
ini. Dampak yang ditimbulkan dapat menyentuh berbagai bidang 
kehidupan. Korupsi merupakan masalah serius, tindak pidana ini  dapat 
membahayakan stabilitas  dan keamanan masyarakat, membahayakan 
pembangunan sosial ekonomi, dan juga politik, serta dapat merusak nilai-
nilai demokrasi dan moralitas karena lambat laun perbuatan ini seakan 
menjadi sebuah budaya. Korupsi merupakan ancaman terhadap cita-cita 
menuju masyarakat adil dan makmur. 
Selama ini korupsi lebih banyak  dimaklumi oleh berbagai pihak 
daripada memberantasnya, padahal tindak pidana korupsi adalah salah 
satu jenis kejahatan yang dapat menyentuh berbagai kepentingan yang 
menyangkut hak asasi, ideologi negara, perekonomian, keuangan negara, 
moral bangsa, dan sebagainya yang merupakan perilaku jahat yang 
cenderung sulit ditanggulangi. Sulitnya penanggulangan tindak pidana 
korupsi terlihat dari banyak diputus bebasnya terdakwa kasus tindak 
pidana korupsi atau minimnya pidana yang ditanggung oleh terdakwa 
yang tidak sebanding dengan apa yang dilakukannya. Hal ini sangat 
merugikan negara dan menghambat pembangunan bangsa. Jika ini terjadi 
secara terus-menerus dalam waktu yang lama, dapat meniadakan rasa 
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keadilan dan rasa kepercayaan atas hukum dan peraturan perundang-
undangan oleh warga negara. Perasaan tersebut memang telah terlihat 
semakin lama semakin menipis dan dapat dibuktikan dari banyaknya 
masyarakat yang ingin melakukan aksi main hakim sendiri kepada pelaku 
tindak pidana di dalam kehidupan masyarakat dengan mengatasnamakan 
keadilan yang tidak dapat dicapai dari hukum, peraturan perundangan-
undangan, dan juga  para penegak hukum di Indonesia. 
Kasus-kasus tindak pidana korupsi sulit diungkapkan karena para 
pelakunya menggunakan peralatan canggih serta biasanya dilakukan oleh 
lebih dari satu orang dalam keadaan yang terselubung dan terorganisasi. 
Oleh karena itu, kejahatan ini sering disebut white collar crime atau 
kejahatan kerah putih. 
Menyadari kompleksnya permasalahan korupsi di tengah-tengah 
krisis multi-dimensional serta ancaman nyata yang pasti akan terjadi, yaitu 
dampak dari kejahatan ini. Maka tindak pidana korupsi dapat 
dikategorikan sebagai permasalahan nasional yang harus dihadapi secara 
sungguh-sungguh melalui keseimbangan langkah-langkah yang tegas dan 
jelas dengan melibatkan semua potensi yang ada dalam masyarakat 
khususnya pemerintah dan aparat penegak hukum. 
Korupsi di Indonesia terus menunjukkan peningkatan dari tahun ke 
tahun. Tindak Pidana Korupsi sudah meluas di masyarakat, baik dari 
jumlah kasus yang terjadi dan jumlah kerugian negara, maupun dari segi 
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kualitas tindak pidana yang dilakukan semakin sistematis serta lingkupnya 
yang memasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat. Meningkatnya 
tindak pidana korupsi membuat perekonomian nasional tidak bisa stabil. 
Walaupun dari beberapa hasil survey lembaga seperti Transparency 
International Indonesia (TII) menunjukkan angka yang fluktuatif dari tahun 
ke tahun. Pada tahun 2013, skor CPI Indonesia sebesar 32. Indonesia 
menempati urutan 114 dari 177 negara yang diukur sebagai sebuah 
negara terkorup.1  
Meskipun skor CPI 2013 Indonesia tidak beranjak dari skor tahun 
2012 yaitu 32, namun Indonesia meningkat empat peringkat. Tahun 2012, 
Indonesia berada di peringkat 118 dari 176 negara dan di tahun 2013 
peringkat Indonesia menjadi 114 dari 177 negara. Skor CPI Indonesia 
selama dua tahun diukur dari efektifitas pencegahan dan pemberantasan 
korupsi di Indonesia. Di sisi lain optimisme publik dan keberhasilan KPK 
dalam upaya penegakan hukum memberikan warna lain. Upaya 
penegakan hukum di bidang korupsi politik dan korupsi di sektor strategis 
justru menguak tabir stagnasi tersebut. 
Di era reformasi selama lima tahun terakhir, tidak ada upaya 
pemberantasan korupsi yang efektif. Ini merupakan hal yang sangat ironis, 
mengingat tujuan reformasi adalah pemberantasan KKN. Ini juga 
menunjukkan pemerintahan yang lebih demokratis tidak serius 
memberantas korupsi. 
                                                           
1 http://www.ti.or.id/index.php/publication/2013/12/03/corruption-perception-index-2013 
diakses pada tanggal 8 mei 2014 pukul 22:00  
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Kegagalan elit politik Indonesia melakukan upaya serius 
memberantas korupsi jelas akan membahayakan demokrasi. Rakyat akan 
menyalahkan demokrasi atas kesulitan yang dihadapinya. Padahal, 
kesulitan itu disebabkan oleh korupsi. 
Korupsi di Indonesia sudah dalam tingkat kejahatan korupsi politik. 
Kondisi Indonesia yang terserang kanker politik dan ekonomi sudah dalam 
stadium kritis. Kanker ganas korupsi telah menggerogoti saraf vital dalam 
tubuh negara Indonesia, sehingga terjadi krisis institusional. Korupsi politik 
dilakukan oleh orang atau institusi yang memiliki kekuasaan politik, atau 
oleh konglomerat yang melakukan hubungan transaksional kolutif dengan 
pemegang kekuasaan. Dengan demikian, praktik kejahatan luar biasa 
berupa kejahatan kekuasaan ini berlangsung secara sistematis. 
Rezim Orba yang otoriter dan korup telah melakukan proses 
feodalisasi hukum secara sistematis. Hingga saat ini, banyak perangkat 
hukum yang tidak bermuara pada keadilan dan tidak melindungi rakyat. 
Berarti secara sadar,hukum dibuat tidak berdaya untuk menyentuh 
pejabat tinggi yang korup. Dalam domein logos, pejabat tinggi mendapat 
dan menikmati privilege karena diperlakukan istimewa, dan pada domein 
teknologos, hukum acara pidana korupsi tidak ditetapkan adanya pretrial 
sehingga tidak sedikit koruptor yang di seret  ke pengadilan dibebaskan 
dengan alasan tidak cukup bukti. Merajalelanya korupsi adalah faktor 
perangkat hukumnya lemah. Menyalahkan atau mengubah undang-
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undang memang lebih mudah daripada menyeret koruptor di depan 
pengadilan. 
Untuk konteks era reformasi saat sekarang ini temuan Global 
Corruption Barometer 2013 (GCB 2013) menempatkan parlemen dan 
partai politik sebagai lembaga yang korup dalam persepsi dan 
pengalaman masyarakat. Parlemen menduduki peringkat kedua terkorup 
(setelah Kepolisian) dari 12 lembaga publik yang dinilai. Sementara partai 
politik berada pada peringkat ke-4 terkorup. Fakta dari CPI 2013 dan GCB 
2013 menunjukkan bahwa pemerintahan SBY belum optimal dalam 
mendorong program Strategi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi 
(Stranas PPK). Stranas PPK belum menyentuh sektor politik dan sektor-
sektor strategis lainnya seperti peradilan dan lembaga pelayanan publik. 
Lemahnya koordinasi antar lembaga pemerintah mengakibatkan praktik 
korupsi dan suap masih tinggi di lembaga-lembaga publik. Di Indonesia, 
GCB 2013 menyebutkan 1 dari 3 orang yang berinteraksi dengan 
penyedia layanan publik di Indonesia masih melakukan praktek suap 
dengan berbagai alasan.  
Maraknya praktik korupsi dan suap di lembaga publik secara tidak 
langsung mengancam Sistem Integritas Nasional (SIN). SIN tidak akan 
berjalan efektif saat upaya penegakan hukum dan pencegahan serta 
pemberantasan korupsi sering terganggu oleh problem politik. Pemerintah 
harus lebih keras lagi mendorong implementasi Stranas PPK sebagai 
bagian dari penerapan ratifikasi UNCAC. Pemerintahan SBY-Boediono 
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harus dapat memastikan dampak program antikorupsi di penghujung 
kepemimpinannya juga keberlanjutan Stranas PPK 2012-2025 sebagai 
program jangka panjang. Tahun 2013-2014 sebagai tahun politik dan 
transisi kekuasaan harus menjadi momentum pembenahan besar di ranah 
politik. Partai politik dan para kandidat calon anggota parlemen juga 
presiden/wakil presiden harus mengedepankan nilai integritas sebagai 
orientasi lembaga politik yang lebih bermartabat. Hal ini untuk menjawab 
harapan masyarakat yang tinggi terhadap integritas dan antikorupsi. Juga 
untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap lembaga politik yang 
kini terpuruk. 
Selain itu salah satu penyebab merajalelanya tindak pidana korupsi 
adalah sisi penegakan hukum Law Enforcement yang belum efektif. 
Sudah terdapat konsep ideal dalam pemberantasan tindak pidana korupsi 
mulai dari asas sampai norma, tetapi pada kenyataannya korupsi tetap 
marak terjadi. Salah satu yang perlu dikedepankan dalam penegakan 
hukum adalah adanya asas yang menjadi dasar dalam penindakan tindak 
pidana korupsi. Dalam hal ini salah satunya adalah asas Equality before 
the law kesamaan di hadapan hukum. Asas ini jelas mengamanatkan 
bahwa setiap warga Negara apapun statusnya memiliki kedudukan yang 
sama di hadapan hukum. Tidak ada satupun yang kebal hukum, artinya 
setiap orang atau subjek hukum yang melakukan pelanggaran atau 
kejahatan harus ditindak atau diproses secara hukum. Sekarang yang 
menjadi persoalan adalah bagaimana supaya aparatur penegak hukum 
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taat asas dalam prosedur penegakan hukum khususnya tindak pidana 
korupsi. Taat asas merupakan hal yang penting dalam penegakan hukum 
apalagi dalam konteks pemberantasan tindak pidana korupsi yang 
dipandang sebagai kejahatan luar biasa (Extra ordinary crime).   
Pemberantasan korupsi dari sisi penegakan hukum tentu sangat 
erat kaitannya dengan prosedur penanganan kasus korupsi. Bagaimana 
penerapan hukum formil dalam hal ini yang dimaksud adalah 
implementasi hukum acara pidana khusus untuk penanganan tindak 
pidana korupsi. Mulai dari proses penyelidikan sampai pada tahap 
penyidikan, namun yang akan diketengahkan pada kajian ini adalah 
tahapan pada proses penyidikan. Proses penyidikan bisa menjadi 
parameter bagaimana implementasi asas kesamaan di hadapan hukum 
(Equality before the law) dengan mengamati bagaimana perlakuan 
terhadap para pelaku tindak pidana korupsi. Idealnya adalah bahwa tidak 
boleh ada pelaku tindak pidana korupsi yang mendapat perlakuan 
istimewa, kalaupun yang diperbolehkan adalah pembedaan (Distinction) 
dengan alasan tertentu yang secara yuridis diperbolehkan, bukan 
(Discrimination) pembedaan atas dasar hal-hal yang sifatnya primordial.  
Data yang dihimpun dari Indonesia Corruption Watch menunjukkan 
sebuah fakta empiris bahwa banyak pelaku koruptor mendapatkan 
perlakuan yang istimewa, baik yang masih dalam proses penyidikan 
maupun yang sudah menjalani hukuman. Pada proses penyidikan, di 
mana pada tahapan ini adalah proses pengumpulan barang bukti sering 
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pelaku koruptor tidak menjalani pemeriksaan dengan alasan sakit, lumrah 
terjadi ketika pelaku koruptor yang berobat ke luar negeri karena alasan 
sakit. Demikian juga dengan kasus yang menimpa mantan Presiden 
Soeharto. Alasan sakit pulalah yang kemudian membuat mantan orang 
kuat selama hampir 32 tahun tidak tersentuh hukum, alias kebal hukum. 
Alasan sakit menjadi senjata paling ampuh untuk menghindar dari 
pemeriksaan. Ingat, kasus Nurdin Halid yang juga sempat dirawat di RS 
Polri Kramat Jati juga karena alasan sakit. Susno djuadji yang merupakan 
anggota kepolisian juga memiliki alasan yang sama.  Alasan sakit ini 
kemudian biasa yang menjadi legitimasi untuk memperlakukan secara 
istimewa  oleh sebagian koruptor-koruptor kelas kakap dan hal ini sangat 
bertentangan dengan asas Equality before the law.2  
Berdasarkan fakta empiris tersebut dan adanya gap antara 
penerapan asas sebagai sebuah kaidah hukum dalam penegakan hukum 
maka penulis mengangkat sebuah kajian ilmiah dengan judul “Penerapan 
asas Equality before the law dalam Penyidikan  Tindak Pidana 
Korupsi”.  
 
B. Rumusan Masalah  
Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah penulis 
uraikan di atas, maka penulis merasa perlu untuk mengkaji beberapa 
permasalahan sebagai berikut: 
                                                           
2  http://www.antikorupsi.org/en/content/senjata-sakit-dan-kuhp-pelesetan  diakses 
pada tanggal 12 mei 2014 Pukul 10:00.  
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1. Faktor-faktor apakah yang menjadi kendala dalam penerapan asas 
Equality before the law dalam penyidikan tindak pidana korupsi? 
2. Bagaimanakah upaya penegak hukum dalam mengefektifkan 
penerapan asas Equality before the law dalam penyidikan tindak 
pidana korupsi ?  
 
 
C. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan rumusan masalah tersebut di atas maka yang menjadi 
tujuan penelitian adalah sebagai berikut: 
1. Untuk mengetahui kendala dalam penerapan asas Equality before 
the law dalam penyidikan tindak pidana korupsi. 
2. Untuk mengetahui upaya penegak hukum dalam mengefektifkan 
penerapan asas Equality before the law dalam penyidikan tindak 
pidana korupsi.  
 
 
D. Kegunaan Penelitian 
Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi kegunaan antara 
lain: 
a. Dapat menjadi masukan bagi para pihak penegak hukum dalam 
memberikan solusi terhadap masalah-masalah dalam penerapan 
asas Equality before the law dalam penyidikan tindak pidana 
korupsi. 
11 
b. Hasil Penelitian ini diharapkan mampu memberi informasi untuk 
memahami perkembangan penegakan hukum (Law Enforcement) 
baik secara praktis maupun secara teoritis.  
c. Menjadi salah satu rujukan bagi para ilmuwan hukum, akademisi, 



















A. Tinjauan umum terhadap Asas Hukum 
Menurut A.R Lacey bahwa salah satu term yang penting untuk 
diketahui oleh para sarjana hukum adalah asas hukum. Asas hukum 
mengandung nilai-nilai dan tuntunan-tuntunan etis. 3  Apabila anda 
membaca suatu peraturan hukum, mungkin kita tidak menemukan 
pertimbangan etis di situ karena peraturan hukum tersebut hanyalah 
abstraksi dari asas. Asas yang pada dasarnya masih abstrak itu kemudian 
dikonkritisasi menjadi sebuah peraturan hukum. Artinya asas adalah suatu 
hal yang mengandung anjuran ataupun larangan boleh tidaknya sesuatu 
untuk dilakukan baik dari sisi benar salahnya maupun baik buruknya yang 
gambarannya masih abstrak. Sedang asas menurut rumusan a dictionary 
of philosophy adalah “a principle may be a high grade law, on which a lot 
depends, or it may be something like a rule”.4 Dari pengertian ini, maka 
asas memiliki dua aspek, yaitu pertama asas dapat berupa suatu norma 
hukum yang tinggi letaknya, banyak hal bergantung padanya. Kedua, 
asas ini hanya merupakan suatu norma saja.  
1. Pengertian Asas Hukum 
Dalam bahasa Inggris, asas adalah “principle”, sementara menurut 
kamus A.S Hornby (1972 : 769) : Basic – truth atau general law causa and 
effect. Sedangkan menurut kamus Henry Campbell Black ( ?: 659) : 
                                                           
3 Achmad Ali, 1990, “Mengembara di Belantara Hukum”, Lephas Unhas, hlm 117.  
4 Bambang Sunggono, 2006, “Metodologi Penelitian Hukum”,Rajawali Press, hlm 87.  
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“Principle is a fundamental truth or doctrine, as of law: a comprehensive 
rule or doctrine which furnishes a basic or origin for others”. Asas hukum 
merupakan sesuatu yang melahirkan peraturan peraturan / aturan-aturan 
hukum, merupakan ratio logis dari aturan ataupun peraturan hukum. 
Dengan demikian asas hukum lebih abstrak dari aturan ataupun peraturan 
hukum. Menurut Paton (1971 : 204), asas hukum tidak akan pernah habis 
kekuatannya hanya karena telah melahirkan suatu aturan atau peraturan 
hukum, melainkan tetap saja ada dan akan mampu terus melahirkan 
aturan dan peraturan, begitu seterusnya.5 
Untuk deskripsi lebih jelasnya mengenai asas hukum, penulis akan 
menguraikan penjelasan di bawah ini, misalnya: 
1. Dikenal adanya asas yang berbunyi audit et alteram partem 
atau dengarlah juga pihak lain. Asas hukum ini berada di bidang 
hukum acara dan kemudian dari asas hukum ini melahirkan 
sejumlah peraturan hukum acara, antara lain : 
a. Pasal 5 ayat 1 U.U nomor 17 tahun 1974 : 
Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak 
membedakan orang.  
b. Pasal 126 HIR, 150 Rv 
Jika dipanggil secara patut, dan tergugat tidak menghadap 
ke pengadilan, masih diberi kelonggaran agar tergugat 
dipanggil sekali lagi.  
                                                           
5 Op.cit,. Achmad Ali, hlm 117.  
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Hukum sebagai suatu sistem tidak menghendaki adanya konflik, 
dan andai katapun timbul konflik dalam sistem hukum itu, asas-asas 
hukumlah yang berfungsi untuk menyelesaikan konflik itu. Sebagai 
contoh, jika ada konflik antara suatu peraturan yang umum dengan 
peraturan yang sederajat yang khusus, maka diselesaikan dengan asas : 
Lex speciali derogate lege generali, aturan hukum yang sifatnya lebih 
khusus didahulukan daripada aturan hukum yang sifatnya umum. 
Demikian pula jika ada peraturan yang lebih rendah bertentangan dengan 
aturan yang lebih tinggi, maka akan diselesaikan dengan asas Lex 
superiori derogate lege inferiori, Aturan hukum yang lebih tinggi 
tingkatannya didahulukan dari aturan hukum yang lebih rendah. Selain itu 
jika ada pertentangan antara peraturan lama dengan peraturan baru, 
maka akan diselesaikan dengan asas: Lex posteriori derogate lege priori, 
peraturan yang baru didahulukan dari peraturan yang lama.   
  Jadi walaupun asas hukum bukan peraturan hukum, namun 
sebagai sesuatu yang bersifat ratio legisnya hukum, tidak ada hukum 
yang dapat dipahami tanpa mengetahui asas-asas hukum yang ada di 
dalamnya. Asas hukum berperan sebagai pemberi arti etis terhadap 
peraturan-peraturan hukum dan tata hukum serta sistem hukum. Untuk 
lebih menjelaskan berbagai pandangan ahli hukum di bawah ini penulis 
akan mencoba menguraikan beberapa pendapat mengenai asas hukum:6 
                                                           
6 Ibid,. Achmad ali, hlm 118.  
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a. Bellefroid menyatakan bahwa asas hukum umum adalah 
norma dasar yang dijabarkan dari hukum positif yang oleh ilmu 
hukum tidak dianggap berasal dari aturan-aturan yang lebih 
umum. Asas hukum itu merupakan pengendapan hukum positif 
dalam suatu masyarakat.  
b. Van Eikema homes menyatakan bahwa asas hukum itu tidak 
boleh dianggap sebagai norma-norma hukum yang konkret, 
akan tetapi perlu dipandang sebagai sebuah dasar-dasar atau 
petunjuk-petunjuk bagi hukum yang berlaku. Pembentukan 
hukum yang praktis perlu berorientasi pada asas-asas hukum 
tersebut. Dengan kata lain, asas hukum adalah dasar atau 
petunjuk petunjuk arah dalam pembentukan hukum positif. 
c. Paul Scholten menyatakan bahwa asas hukum adalah 
kecenderungan-kecenderungan yang disyaratkan oleh 
pandangan kesusilaan kita pada hukum, merupakan sifat-sifat 
hukum dengan segala keterbatasannya sebagai pembawa yang 
umum itu, tetapi yang tidak boleh tidak harus ada.  
Dari pengertian asas hukum di atas, pandangan Bellefroid Tidak 
memberikan gambaran jelas tentang apa yang disebut asas hukum. Apa 
yang dikemukakan oleh Van Eikema Hommes dan Paul Scholten lebih 
jelas, di mana dari keduanya dapat disimpulkan bahwa asas hukum bukan 
peraturan konkret, melainkan dasar pikiran dasar yang bersifat umum dan 
merupakan latar belakang dari peraturan hukum yang konkret yang 
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terdapat di dalam dan di belakang sistem hukum, yang terjelma dalam 
wujud peraturan perundang-undangan maupun asas hukum. Salah satu 
fungsi ilmu hukum adalah menemukan asas hukum di di dalam hukum 
positif. 
Paul-Scholten mengajarkan adanya 5 asas hukum yang universal, 
yaitu:7 
1. Asas kepribadian, 
2. Asas persekutuan, 
3. Asas kesamaan,  
4. Asas kewibawaan, 
5. Asas pemisahan antara baik dan buruk. 
Keempat asas hukum yang disebut lebih awal, didukung oleh asas 
yang terakhir, yakni asas pemisah yang baik dan buruk. Asas kepribadian 
dicerminkan dengan hak dan kewajiban, pengakuan adanya subjek 
hukum. Asas persekutuan dicerminkan dengan kehendak untuk 
mewujudkan keutuhan masyarakat, asas kesamaan mencerminkan 
keinginan untuk memperoleh keadilan dan berdasar pada asas kesamaan 
itu, di bidang peradilan dikenal asas perkara yang sama di utus sama : 
similia similibus atau yang sama oleh yang sama. Terakhir asas 
kewibawaan mencerminkan keinginan akan ketidak-samaan.  
Tetapi dari uraian tentang pengertian umum asas-hukum di atas, 
bagaimanapun terlihat bahwa asas-hukum ini sangat erat kaitannya 
                                                           
7 Ibid,. Achmad Ali, hlm 119.  
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dengan “hukum sebagai suatu system”. Oleh karena itu,pembahasan lebih 
lanjut adalah mengenai kaitan antara asas-hukum dengan “hukum 
sebagai satu system”. Lebih konkretnya lagi, pembahasan mengenai 
peranan asas-hukum terhadap sistem hukum. Yang dimaksud di sini 
sebagai sistem hukum adalah sistem hukum secara universal.  
2. Fungsi Asas Hukum Terhadap Sistem Hukum  
Salah satu persoalan fundamental yang menurut penulis 
merupakan hal yang tidak boleh diabaikan jika kita membahas teori ilmu 
hukum, adalah pembahasan tentang keterkaitan antara asas-asas hukum 
di satu pihak dengan sistem hukum itu sendiri di lain pihak. Fungsi dari 
asas-asas hukum, tidak lain  untuk menjaga agar konflik-konflik yang 
mungkin timbul dari dalam suatu sistem hukum dapat di atasi dan 
dicarikan jalan keluar pemecahannya. Asas-asas hukum pun berfungsi 
untuk menerbitkan aturan dan peraturan yang lebih konkret dan khusus 
secara kasuistis. Walaupun asas-asas hukum itu pada umumnya 
universal, namun ada juga asas hukum yang bersifat lokal. Asas-asas 
hukum adat di berbagai daerah Indonesia misalnya, memiliki kespesifikan 
di banding asas-asas hukum dari Eropa. Ini berarti asas-asas hukum pun 
di pengaruhi oleh sistem kebudayaan dan sistem sosial serta sistem politik 
yang berlaku pada masyarakat tersebut. Masyarakat liberal di Contohnya : 
asas “freedom of making contract”.  
Bentuk dan Kekuatan Asas Hukum Sejak zaman dahulu kala, 
orang-orang sudah berkeyakinan bahwa manusia tidak bisa membentuk 
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undang-undang dengan sewenang-wenang saja. Ada prinsip-prinsip 
tertentu yang lebih tinggi daripada hukum yang ditentukan oleh manusia. 
Ada tiga bentuk asas-asas hukum yaitu : 
1. Asas-asas hukum objektif yang bersifat moral. Prinsip-prinsip itu 
telah ada pada para pemikir zaman klasik dari abad 
pertengahan.  
2. Asas-asas hukum objektif yang bersifat rasional, yaitu prinsip-
prinsip yang termasuk pengertian hukum dan aturan hidup 
bersama yang rasional. Prinsip ini juga telah diterima sejak 
dahulu, tetapi baru diungkapkan secara nyata sejak mulainya 
zaman modern, yakni sejak timbulnya Negara-negara nasional 
dan hukum yang dibuat oleh kaum yuris secara professional.  
3. Asas-asas hukum subjektif yang bersifat moral maupun 
rasional, yakni hak-hak yang ada pada manusia dan menjadi 
titik tolak pembentukan hukum. Perkembangan hukum paling 
nampak dalam bidang ini.  
Fungsi pertama dari asas-asas hukum terhadap sistem hukum 
adalah di mana ia berada adalah fungsinya untuk menjaga ketaatan asas 
atau konsistensi. Sebagai contoh misalnya asas dalam hukum acara 
perdata tentang asas pasif bagi hakim, artinya hakim hanya memberikan 
pokok sengketa yang ditentukan para pihak yang berperkara dan bukan 
oleh hakim. Hakim hanya membantu para pencari keadilan dan berusaha 
mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya 
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keadilan. Dengan asas hakim pasif tersebut, terjaga konsistensi di dalam 
hukum acara perdata di mana para pihak dapat secara bebas  menghadiri 
sendiri persengketaannya, dan hakim tidak boleh menghalang-halanginya. 
Para pihak diwajibkan untuk membuktikan kebenaran dalil-dalilnya atau 
ketidak-benaran dalil-dalil lawannya. Dengan adanya asas hakim pasif, 
setiap hakim memeriksa perkara perdata senantiasa harus “taat asas” 
atau konsisten dengan asas tersebut. Setiap peraturan hukum acara 
perdata yang dibuat oleh legislatif pun harus tidak bertentangan dengan 
asas hakim pasif itu.8 
Fungsi yang juga penting dari asas hukum adalah untuk 
menyelesaikan konflik yang terjadi di dalam sistem hukum. Asas “lex 
superiori derogate lex inferiori:, asas yang secara hierarki lebih tinggi 
daripada yang rendah harus didahulukan. Demikian juga dengan asas 
Res judicata proveri tate habeteur, asas yang mengatur bahwa apa yang 
diputus oleh hakim, harus diterima sebagai sebuah kebenaran. Dengan 
asas tersebut dapat menghindarkan ataupun menyelesaikan jika selalu 
harus dianggap sah, kecuali jika dibatalkan oleh putusan badan Peradilan 
yang lebih tinggi.. Hal ini berakibat, suatu putusan pengadilan yang 
memiliki kekuatan hukum yang pasti (kracht van gewijsde) tidak 
mungkinlagi dibatalkan melalui upaya hukum biasa, tetapi hanya dapat 
melalui penggunaan upaya hukum luar biasa seperti peninjauan kembali, 
itupun kalau memenuhi syarat-syarat tertentu.9 
                                                           
8 Ibid,. Achmad Ali, hlm 121.  
9 Ibid,. Achmad ali. Hlm 122.  
20 
Asas hukum sebagai aturan yang sifatnya masih abstrak dapat 
dilahirkan kembali secara lebih konkret melalui berbagai perwujudan, baik 
dalam bentuk peraturan-peraturan hukum tertulis maupun dalam 
kebiasaan atau jurisprudensi. Sebagai tambahan dalam persfektif 
sosiologi hukum asas dapat berfungsi sebagai alat perekayasa social “ a 
tool of social engginering”. Hal ini tentunya bergantung pada inisiatif dan 
kreatifitas para pelaksana dan penentu kebijakan hukum.  
3. Asas Equality Before The Law (Asas Persamaan Kedudukan di 
Hadapan Hukum) 
Dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945 selanjutnya disingkat UUD 1945 NKRI Pasal 27 ayat 1 menegaskan 
: “Semua warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan 
pemerintahan, dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan 
tidak ada kecualinya”.  
Undang-undang dasar sebagai grundgezets atau norma dasar 
memiliki kandungan ayat yang merupakan kumpulan asas yang sifatnya 
masih abstrak. Termasuk bunyi pasal di atas mengisyaratkan suatu asas 
persamaan kedudukan dalam hukum atau dikenal dengan istilah “Equality 
before the law”. Demikian pula setelah perubahan (amandemen) kedua 
UUD 1945, hal tersebut dipertegas di dalam Pasal 28 D ayat (1) dan ayat 
(2). Isyarat senada ditemukan pula baik di dalam Konstitusi Republik 
Indonesia Serikat (KRIS) 1949 maupun di dalam Undang-Undang Dasar 
Sementara (UUDS) 1950, melalui ketentuan Pasal 7 dapat dibaca bahwa : 
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1) Setiap orang diakui sebagai manusia pribadi terhadap Undang-
undang 
2) Segala orang berhak menuntut perlakuan yang dan lindungan 
yang sama oleh Undang-undang.  
Ketentuan tersebut mengandung makna bahwa semua orang 
sebagai pendukung hak dan kewajiban adalah sama ke dudukannya 
dalam hukum.10 
Pada dewasa ini, sebagai pengejawantahan ketentuan UUD 1945 
tersebut ditemukan di dalam beberapa peraturan perundang-undangan, 
yaitu : 
 UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, 
khususnya pasal 4.  
 UU No. 8 Tahun 1981 Tentang Acara Pidana, tersurat di dalam 
bagian menimbang  huruf a dan penjelasan Umum butir 3 huruf a.  
 UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, pasal 3 ayat 
(2) dan pasal (5) ayat 1.  
 UU No. 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, 
tersirat di dalam Pasal 10.  
Di dalam dokumen international yaitu Universal Declaration of 
Human Rights (UDHR) 1948, tentang Asas persamaan kedudukan di 
dalam hukum (APKDH) dapat dibaca melalui pasal 6 yang menyatakan :11 
                                                           
10 Mien Rukmini, 2007. Perlindungan HAM melalui Asas praduga tidak bersalah dan asas 
persamaan kedudukan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, PT. Alumni, Hlm 64.  
11 Ibid,. Mien Rukmini, Hlm 65.  
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“Everyone has the right to recognition everywhere as a person before the 
law”.  
Dan Pasal 7 yang menegaskan antara lain :  “All are equal before 
the law and are antitled without any discrimination to equal protection of 
the law…”.  
Pasal 16 ICCPR 1966 menyatakan bahwa : “Everyone has the 
rights to the protection of the law against such interfence  
Demikian pula dalam pasal 26 antara lain dinyatakan :  “All person 
are equal before the law…”.  
Asas persamaan di dalam hukum membawa sebuah konsekuensi 
ditegakkannya hukum dalam setiap bidang hukum termasuk hukum 
pidana formil yaitu Acara Pidana. Berkaitan dengan asas ini di dalam 
bidang hukum acara pidana yang merupakan sub sistem peradilan pidana 
asas Equality before the law menjadi pilar penegakan prosedur beracara.  
Berdasarkan uraian di atas, tampak jelas asas yang fundamental ini 
bersumber dan berakar dari HAM yang bersifat universal serta mendapat 
pengaturan yang dikodifikasi di dalam perundang-undangan nasional 
maupun dokumen internasional. Dengan demikian, dapat disimpulkan 
bahwa pengaturan suatu asas, sesuai dengan prinsip Negara hukum yang 
demokratis, mutlak diperlukan.12 Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 
281 ayat (5) Perubahan (Amandemen) kedua UUD 1945 yang 
menyatakan : 
                                                           
12 Ibid,. Mien Rukmini, Hlm 68.  
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“Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai 
dengan prinsip Negara hukum yang demokratis, maka 
pelaksanaan hak asasi dijamin, diatur, dan dituangkan dalam 
peraturan perundang-undangan”. 
 
     Meskipun demikian, khusus di Indonesia, dalam praktik belum 
terdapat kesepakatan mengenai makna yang terkandung di dalamnya, 
dan sering terjadi penyimpangan atau pelanggaran ditambah lagi dengan 
pengaturan yang tidak jelas dan sering terjadi kerancuan bahkan 
berbenturan dengan adanya tindakan upaya paksa yang tidak sesuai 
dengan prosedur dan peraturan perundang-undangan. Berpegang pada 
prinsip Equality before the law (sama kedudukan dalam hukum dan 
pemerintahan) seharusnya tidak ada terdakwa tindak pidana korupsi yang 
mendapat perlakuan istimewa antara satu dengan pelaku lainnya yang 
dikenakan penahanan oleh Pengadilan (Hakim).   
Equality before the law menjadi jaminan untuk mencapai keadilan 
(hukum), tanpa ketiadaan pihak yang bisa lepas ketika terlibat dalam 
proses penegakan hukum. Jaminan perlindungan hukum tersirat dalam 
prinsip equality before the law, yaitu jaminan tidak hanya mendapatkan 
perlakuan yang sama tetapi juga akan membawa konsekuensi logis 
bahwa hukum tidak akan memberikan keistimewaan kepada subjek 
hukum lain. Karena kalau terjadi demikian maka akan melanggar prinsip 
equality before the law dan akan mendorong terjadinya diskriminasi di 
depan hukum.  
Dalam Pasal 26 International Covenant on Civil an Political rights 
menyatakan : 
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“All person equal before the law and are entitled without any 
discrimination to the equal protection of the law. In the respect, 
the law shall prohibit any discrimination and guarantee to all 
persons equal and effective protection against discrimination on 
any ground such as race, colour, sex, language, religion, 
political, or other opinion, national or social origin, property, birth 
or other status13.  
 
Subjek hukum dalam prinsip equality before the law diberi 
perlindungan dari berbagai diskriminasi hukum baik aspek substansinya 
atau penegakan hukum oleh aparatnya.  
Pancasila sebagai staatfundamentalnorm (norma dasar) yang 
menjadi ruh bagi kehidupan Indonesia pada sila ke dua menyebutkan 
kemanusiaan yang adil dan beradab. Secara gramatikal tafsiran terhadap 
bunyi sila ke dua pancasila meniscayakan menciptakan suatu sistem yang 
menciptakan keadilan dan keberadaban manusia Indonesia. Salah satu 
sistem itu adalah pidana, di mana kemudian dalam peradilan pidana ini 
nilai-nilai keadilan bagi segenap warga Negara dikonkretkan. Tetapi 
sebelum jauh membahas peradilan pidana asas kesamaan di hadapan 
hukum juga terkandung dalam Undang-undang dasar sebagai 
grundgezets dirumuskan dalam pasal 28 D ayat 1 Amandemen kedua 
UUD 1945 dan pasal 5 ayat (I) UU No.14 tahun 1970 merupakan asas 
yang besifat universal.14 Hal tersebut menunjukkan bahwa konstitusi kita 
yang merupakan dasar dan consensus semua elemen bangsa 
mengehendaki adanya persamaan di muka hukum tanpa terkecuali. 
Sehingga asas itu harus dijaga demi kedaulatan hukum dan sistem 
peradilan pidana khususnya.  
                                                           
13 http://www2.ohchr.org/english/law/ccpr.htm  
14 Yesmil anwar,. 2009. Sistem Peradilan Pidana. Widya padjajaran, hlm 113.  
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Seperti yang disinggung sebelumnya bahwa asas equality before 
the law terjawantahkan dalam sistem peradilan pidana. Tetapi fakta hari ini 
menunjukkan banyaknya permasalahan hukum yang mulai menggerogoti 
asas-asas tersebut sehingga proses penegakan hukum pun mulai berjalan 
tidak efektif. Adanya pembedaan perlakuan oleh pengadilan (Hakim) 
terhadap bentuk penahanan bagi terdakwa menjadi bukti asas equality 
before the law tak lagi menjadi pengawal sistem peradilan pidana untuk 
menegakkan hukum substantif.15  
Konsep Equality before the law telah diintrodusir dalam konstitusi, 
suatu pengakuan tertinggi dalam sistem peraturan perundang-undangan 
di tanah air, prinsip ini berarti arti persamaan di hadapan hukum (equality 
before the law) adalah untuk perkara (tindak pidana) yang sama. Dalam 
kenyataan, biasanya tidak ada perlakuan yang sama (equal treatment), 
dan itu menyebabkan hak-hak individu dalam memperoleh keadilan 
(acces to justice) terabaikan. Perlakuan berbeda dalam tindak pidana 
korupsi misalnya menyebabkan pengabaian terhadap kebebasan individu. 
Ini berarti, kepastian hukum diabaikan.   
Asas kesamaan di depan hukum (Equality before the law) harus 
selalu ditegakkan demi kedaulatan hukum dan sistem peradilan pidana. 
Karena merupakan sebuah kewajiban negara hukum diharuskan 
menjamin hak-hak manusia atau warga negaranya. Dalam konteks ini 
tidak boleh ada yang serta merta menjatuhkan pidana guna menegakkan 
hukum dengan melanggar asas ini. Jangan sampai ada yang terjadi 
pemberian hukuman (penghakiman) diluar aturan atau sistem yang ada. 
                                                           
15 Ibid,. Yesmil anwar, hlm 113.  
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Dalam konsep equality before the law, hakim harus bertindak seimbang 
dalam memipin sidang di pengadilan atau biasa disebut sebagai prinsip 
audi et alteram partem16. Dengan pertimbangan asas ini maka prinsip 
kesamaan di depan hukum dengan serta merta juga akan terpenuhi, 
bagaimana kedudukan semua subjek hukum mendapat perlakuan yang 
sama tanpa ada diskriminasi.  
B. Tindak Pidana Korupsi  
1. Pengertian Tindak Pidana  
Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari “strafbaarfeit”, di 
dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak terdapat penjelasan 
mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan strafbaar feit  itu 
sendiri. Dalam bahasa Belanda straafbaarfeit  terdapat dua unsur 
pembentuk kata, yaitu straafbaar dan feit . perkataan feit dalam bahasa 
Belanda diartikan sebagian dari kenyataan, sedang straafbaar  berarti 
dapat dihukum, sehingga secara harfiah perkataan staarbaarfeit berarti 
sebagian dari kenyataan yang dapat di hukum. Biasanya tindak pidana 
disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa latin (delictum). 
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tercantum sebagai berikut: “Delik 
adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan 
pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana.17 
                                                           
16 Asas audi et alteram partem, dikenal sebagai asas keseimbangan dalam hukum acara pidana, 
yakni seorang hakim wajib mendengarkan pembelaan dari dua pihak yang disangka atau didakwa 
melakukan suatu tindakan yang melanggar hukum guna menemukan kebenaran materiil suatu 
perkara yang diadilinya. Hak untuk didengar pendapatnya sebagai perwujudan asas audi et 
alteram partem juga adalah merupakan hak yang dijamin oleh UUD 1945.  
17 Evi Hartanti,. 2008. Tindak Pidana Korupsi, Jakarta. Sinar Grafika, Hlm 5.  
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Menurut Mulyatno,  menerjemahkan istilah strafbaar feit dengan 
perbuatan pidana. Menurut pendapat beliau istilah “perbuatan pidana” 
menunjuk kepada makna adanya suatu kelakuan manusia yang 
menimbulkan akibat tertentu yang dilarang hukum  di mana pelakunya 
dapat dikenakan sanksi pidana. Dapat diartikan demikian karena kata 
”perbuatan” tindak mungkin berupa kelakuan alam, karena yang dapat 
berbuat dan hasilnya disebut perbuatan itu adalah hanya manusia. Selain 
itu, kata “perbuatan” lebih menunjuk pada arti sikap yang diperlihatkan 
seseorang yang bersifat aktif (yaitu melakukan sesuatu yang sebenarnya 
dilarang hukum), tetapi dapat juga bersifat pasif (tidak berbuat sesuatu 
yang sebenarnya diharuskan oleh hukum).  
Dari beberapa pakar pengertian straafbarfeit itu adalah18: 
1) Simons  
Dalam rumusannya pidana adalah: 
“Tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan 
sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat 
dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-
undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat 
dihukum”.  
 
2) E. Utrecht 
Menerjemahkan Straafbarfeit dengan istilah peristiwa pidana 
yang sering juga ia sebut sebagai delik, karena peristiwa itu 
suatu perbuatan handelen atau doen-positif atau suatu 
melalaikan nalaten-negatif, maupun akibatnya (keadaan yang 
ditimbulkan karena perbuatan atau melalaikan itu). Peristiwa 
                                                           
18 Ibid,. Eva hartanti, hlm 5-6.  
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pidana merupakan suatu peristiwa hukum (rechsfeit) yaitu 
peristiwa kemasyarakatan yang membawa akibat yang diatur 
oleh hukum.  
3) Pompe  
Perkataan Straafbarfeit secara teoritis dapat dirumuskan 
sebagai suatu; “pelanggaran norma atau gangguan terhadap 
tertib hukum yang dengan sengaja atau tidak sengaja telah 
dilakukan oleh seorang pelaku, di mana penjatuhan hukuman 
terhadap pelaku itu adalah penting demi terpeliharanya tertib 
hukum dan terjaminnya kepentingan umum.  
4) Moeljatno  
“Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan 
yang mana disertai sanksi berupa pidana tertentu bagi barang 
siapa yang melanggar aturan tersebut. Dapat juga dikatakan 
bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang 
hukum dan diancam pidana asal saja dalam hal itu diingat 
bahwa larangan ditujukan pada perbuatan (yaitu kejadian atau 
keadaan yang ditimbulkan oleh kelakuan orang, sedang 
ancaman pidananya ditujukan pada orang yang menimbulkan 
kejahatan.  
2. Unsur Tindak Pidana  
Dalam menentukan suatu peristiwa, apakah peristiwa tersebut 
merupakan suatu peristiwa pidana atau bukan tentu ada beberapa 
persyaratan yang harus dipenuhi, mulai dari ketentuan asas sampai pada 
29 
unsur-unsur yang menentukan apakah peristiwa tersebut masuk dalam 
kategori tindak pidana atau bukan. Seperti yang dijelaskan sebelumnya 
bahwa tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat 
dikenai hukum pidana atau tanggung jawab pidana. Sebagaimana 
berlakunya asas legalitas dalam hukum pidana, “Nullum delictum noella 
poena siene previe lege”, Tidak ada pidana sebelum didahului oleh 
peraturan yang mengatur sebelumnya”. Asas yang berlaku secara 
universal ini meniscayakan semua perbuatan yang dikategorikan dalam 
tindak pidana pasti memiliki unsur tindak pidana baik secara subjektif dan 
objektif dan diatur secara tertulis. Pelaku dalam tindak pidana dapat 
dikatakan merupakan subjek tindak pidana. Adapun unsur-unsur tindak 
pidana adalah sebagai berikut19 :  
1) Unsur subjektif 
Yaitu suatu perbuatan seseorang yang berakibat tidak 
dikehendaki oleh undang-undang. Sifat unsur ini 
mengutamakan adanya pelaku (seseorang atau beberapa 
orang).  
2) Unsur Objektif 
1. Sifat melawan hukum 
2. Kualitas dari pelaku, misalnya seorang pegawai negeri sipil 
melakukan kejahatan yang diatur dalam Pasal 415 KUHP. 
                                                           
19 Teguh Prasetyo, 2011, Hukum Pidana, PT Raja Grafindo Persada., Jakarta, hlm 17.  
30 
3. Kausalitas, yaitu hubungan antara suatu tindakan sebagai 
penyebab dengan kenyataan sebagai akibat.  
Dilihat dari unsur-unsur pidana ini, maka kalau ada suatu perbuatan 
yang dilakukan oleh seseorang harus memenuhi persyaratan supaya 
dapat dinyatakan sebagai peristiwa pidana. Dan syarat-syarat yang harus 
dipenuhi sebagai peristiwa pidana adalah : 
1) Harus ada perbuatan 
Maksudnya bahwa memang benar-benar ada suatu kegiatan 
yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang. Kegiatan 
ini terlihat sebagai suatu perbuatan tertentu yang dapat 
dipahami oleh orang lain sebagai suatu yang merupakan 
peristiwa pidana. 
2) Perbuatan itu harus sesuai dengan apa yang ditentukan 
dalam ketentuan hukum. 
Artinya suatu perbuatan sebagai suatu peristiwa hukum 
memenuhi isi ketentuan hukum yang berlaku pada saat itu. 
Pelakunya memang benar-benar telah berbuat seperti yang 
terjadi dan terhadapnya wajib mempertanggungjawabkan akibat 
yang timbul dari perbuatan itu. Berkenaan dengan syarat ini 
hendaknya dapat dibedakan bahwa ada suatu perbuatan yang 
tidak dapat disalahkan dan terhadap pelakunya tidak perlu 
mempertanggungjawabkan. Perbuatan yang tidak dapat 
dipersalahkan itu karena dilakukan oleh seseorang atau 
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beberapa orang dlam melaksanakan tugas, membela diri dari 
ancaman orang lain yang mengganggu keselamatannya dan 
dalam keadaan darurat dan mereka yang tidak mempunyai 
kesalahan. 
3) Harus terbukti adanya kesalahan yang dapat 
dipertanggungjawabkan 
Maksudnya bahwa suatu perbuatan yang dilakukan oleh 
seseorang atau beberapa orang itu dapat dibuktikan sebagai 
suatu perbuatan yang disalahkan oleh ketentuan hukum.  
4) Harus berlawanan dengan hukum 
Artinya suatu perbuatan yang berlawanan dengan hukum 
dimaksudkan kalau tindakannya nyata-nyata bertentangan 
dengan aturan hukum. 
5) Harus terdapat ancaman hukumannya 
Maksudnya kalau ada ketentuan yang mengatur tentang 
larangan atau  ancaman hukumannya. Ancaman hukuman itu 
dinyatakan secara tegas maksimal hukumnya yang harus 
dilaksanakan oleh para pelakunya. Kalau dalam suatu 
perbuatan tertentu, maka dalam suatu peristiwa pidana 





3. Tindak Pidana Korupsi  
Dalam Ensiklopedia Indonesia disebut “korupsi” (berasal dari 
bahasa latin : corruption = penyuapan; corruptore = merusak) gejala di 
mana para pejabat, badan-badan negara menyalahgunakan wewenang 
dengan terjadinya penyuapan, pemalsuan serta ketidakberesan lainnya. 
Adapun arti harfiah dari korupsi dapat berupa20:  
1) Kejahatan, kebusukan, dapat disuap, tidak bermoral, kebejatan, 
dan ketidakjujuran. 
2) Perbuatan yang buruk seperti pengelapan uang/sogok; dan 
sebagainya. 
3) -  Korup (busuk; suka menerima uang suap/sogok; memakai 
kekuasaan untuk     kepentingan diri sendiri. 
- Korupsi (perbuatan busuk seperti penggelapan uang, 
penerimaan uang sogok, dan sebagainya).  
- Koruptor (orang yang korupsi).  
Secara harfiah korupsi merupakan sesuatu yang busuk, jahat, dan 
merusak. Jika membicarakan korupsi memang akan menemukan 
kenyataan semacam itu karena korupsi  menyangkut segi-segi moral, sifat 
dan keadaan busuk, jabatan dalam instansi atau aparatur pemerintah, 
penyelewengan kekuasaan dalam jabatan karena pemberian, faktor 
ekonomi dan politik, serta penempatan keluarga atau golongan ke dalam 
kedinasan di bawah kekuasaan jabatannya. Dengan demikian, secara 
                                                           
20 Eva Hartanti, Op.cit, Hlm 8.  
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harfiah dapat ditarik kesimpulan bahwa sesungguhnya istilah korupsi 
artinya juga dapat diinterpretasikan secara luas.  
1) Korupsi, penyelewengan atau penggelapan (uang negara atau 
perusahaan dan sebagainya) untuk kepentingan pribadi dan 
orang lain.  
2) Korupsi: busuk; rusak; suka memakai barang atau uang yang 
dipercayakan kepadanya; dapat disogok (melalui kekuasaanya 
untuk kepentingan pribadi).  
Adapun menurut Subekti dan Tjitrosoedibjo dalam kamus hukum 
yang dimaksud corruptie adalah korupsi; perbuatan curang, tindak pidana 
yang merugikan keuangan negara.  
Baharuddin Lopa mengutip pendapat Dari David M, Chalmers, 
menguraikan arti istilah korupsi dalam berbagai bidang, yakni yang 
menyangkut masalah penyuapan, yang berhubungan manipulasi di bidang 
ekonomi, dan menyangkut bidang kepentingan umum. Kesimpulan ini 
diambil dari definisi yang dikemukakan antara lain berbunyi, financial 
manipulations and deliction injurious to the economy are often lebeled 
corrupt (manipulasi dan keputusan mengenai keuangan yang 
membahayakan perokonomian sering dikategorikan perbuatan korupsi). 
Selanjutnya ia menjelaskan the term is often applied also to 
misjudgements by officials in the public economies (istilah ini juga sering 
digunakan terhadap kesalahan ketetapan oleh para pejabat yang 
menyangkut bidang perokonomian umum). Dikatakan pula, disguised 
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payment in the form of gifts, legal fees, employment, favors to relatives, 
social influence, or any relationship that sacrifies the public and welfare, 
with or without the implied payment of money, is usually considered 
corrupt (pembayaran terselubung dalam bentuk pemberian hadiah, 
ongkos administrasi, pelayanan, pemberian hadiah pada sanak keluarga, 
pengaruh kedudukan social, atau hubungan apa saja yang merugikan 
kepentingan dan kesejahteraan umum, dengan atau tanpa pembayaran 
uang, umumnya dianggap sebagai bagian dari korupsi). Ia menguraikan 
pula bentuk korupsi lain, yang diistilahkan political corruption (korupsi 
politik) adalah electoral corruption includes purchase of vote with money, 
promises of office or special favors, coercion, intimidation, and 
interference with administrative of judicial decision, or government 
appointment (korupsi pada penelitian umum, termasuk memperoleh suara 
dengan uang, janji dengan jabatan atau hadiah khusus, paksaan, 
intimidasi, dan campur tangan terhadap kebebasan memilih. Korupsi 
dalam jabatan melibatkan penjualan suara dalam legislative, keputusan 
administrasi, atau keputusan yang menyangkut pemerintahan).  
Dari interpretasi tersebut jelas menggambarkan bagaimana luasnya 
cakupan perbuatan yang dikategorikan korupsi. Maka sah saja misalnya 
jika ada pendapat yang mengatakan bahwa korupsi dapat dibagi menjadi 
dua kategori,korupsi dalam artian yang luas dan korupsi dalam artian 
khusus. Sedangkan untuk penjelasan tindak pidana korupsi secara 
khusus diinterpretasikan melalui Undang-undang dengan beberapa syarat 
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atau ketentuan yang harus terpenuhi kemudian kita bisa mengatakan 
bahwa suatu perbuatan itu dikatakan tindak pidana korupsi. Syarat-syarat 
itu adalah terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana seperti yang termaktub 
dalam Undang - Undang nomor 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana 
Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 
Tahun 2001 khususnya Pasal 2 dan Pasal 3 yang secara substansi tidak 
mengalami perubahan, syarat dan ketentuan suatu tindak pidana korupsi 
adalah : 
Pasal 2  ayat (1)  
“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan 
memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang 
dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian keuangan 
negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau 
pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan palin lama 20 
(dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 
(dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 
(satu milyar rupiah).” 
 
Pasal 2  ayat (2) 
“Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam 
ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat di 
jatuhkan.” 
 
Pasal 3   
“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau 
orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, 
kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau 
kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau 
perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara paling 
singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan 
atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah 
dan paling banyak denda Rp. 1000.000.000,00 (satu milyar rupiah). 
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Dari unsur-unsur yang terkandung di dalam ketentuan di atas, yang 
cenderung dipersoalkan dalam kaitannya dengan rumusan delik adalah 
menyangkut unsur merugikan keuangan atau perekonomian Negara. Bila 
diperhatikan secara sepintas lalu terkesan adanya kemiripan unsure di 
dalam ke dua ketentuan tersebut. Akan tetapi, bila diperhatikan secara 
seksama, akan terlihat adanya perbedaan yang cukup mendasar antara 
keduanya. 21  Meskipun terdapat perbedaan, namun pembuat undang-
undang telah menempatkan kerugian keuangan dan / atau unsur 
perekonomian negara di dalam ke dua ketentuan itu sebagai unsur. 
Dengan demikian dapat dikatakan, untuk dapat dipidananya pelaku dalam 
tindak pidana korupsi, penuntut umum harus membuktikan adanya unsur 
kerugian keuangan negara itu.22  
Pembuat undang-undang tidak memberikan penjelasan lebih lanjut 
tentang apa yang dimaksud dengan kerugian keuangan negara. Di dalam 
keuangan negara atau perekonomian negara. Di dalam penjelasan 
Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 hanya ditegaskan, bahwa 
keuangan negara yang dimaksudkan dalam undang-undang itu meliputi 
juga keuangan daerah atau suatu badan/badan hukum yang 
menggunakan modal atau kelonggaran negara atau masyarakat dengan 
dana-dana yang diperoleh dari masyarakat tersebut untuk kepentingan 
kemanusiaan, sosial, dan lain-lain. Dengan maksud untuk menghindari 
                                                           
21
 Lihat Andi Hamzah, Korupsi di Indonesia Masalah dan Pemecahannya. (Jakarta: Gramedia, 
1986), hlm. 105.  
22Elwi Danil, 2012, “Korupsi, konsep, tindak pidana, dan pemeberantasannya”, PT. Rajagrafindo 
Persada., Jakarta, hlm 116.  
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kemungkinan timbulnya kesimpangsiuran dalam penafsiran, di dalam 
Penjelasan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 ditegaskan pula 
bahwa, keuangan dari badan hukum atau badan hukum yang seluruh 
modalnya diperoleh dari swasta tidak termasuk ke dalam pengertian 
keuangan negara. Misalnya keuangan PT, CV, Firma, dan sebagainya 
yang seluruh modalnya berasal dari swasta.23  
Demikian pula mengenai perekonomian Negara, oleh pembentuk 
undang-undang tidak dijelaskan secara eksplisit. Pembuat undang-
undang hanya memberikan penjelasan tentang apa yang dimaksud 
dengan perbuatan-perbuatan yang dapat merugikan perekonomian 
negara, ialah pelanggaran-pelanggaran pidana terhadap peraturan-
peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam bidang 
kewenangannya seperti yang dimaksud dalam Ketetapan MPRS Nomor 
XXIII/MPRS 1960. Khusus menyangkut unsur merugikan keuangan 
Negara dari ke dua ketentuan di atas, dalam praktik penegakan hukum, 
khususnya dalam kasus-kasus tertentu, sering timbul perbedaan 
interpretasi dan kesenjangan pemahaman merupakan sesuatu yang tidak 
dapat dihindari.24 
Tindak pidana korupsi pada umumnya cenderung dipahami 
sebagai suatu tindak pidana yang baru dianggap ada apabila secara nyata 
telah memenuhi unsur merugikan keuangan negara. Jika demikian, 
konsekuensinya yang sering dikedepankan adalah apabila kerugian 
                                                           
23Ibid,. Elwi Danil, hlm 117.  
24Ibid,. Elwi Danil,. Hlm 117.  
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keuangan Negara, atau hasil korupsi itu dikembalikan oleh pelaku, maka 
unsur merugikan keuangan Negara lantas dengan sendirinya dianggap 
tidak ada lagi. Selanjutnya dengan keadaan seperti itu, muncul satu 
perdebatan bahwa apakah dengan gugurnya unsur merugikan keuangan 
negara lantas pelaku sudah tidak dapat dimintai pertanggungjawaban 
pidana. Dengan alasan bahwa selain itu unsur yang dilanggar oleh pelaku 
korupsi adalah perbuatan melawan hukum. Tetapi ketika korupsi dipahami 
seperti proposisi pertama di atas bahwa dikatakan korupsi ketika 
merugikan keuangan negara, maka ketika unsur ini gugur maka pelaku 
tidak dapat dimintai pertnggungjawaban pidana.  
Salah satu hal yang perlu diinterpretasikan secara jelas dalam 
definisi tindak pidana korupsi sampai pada penguraian unur-unsurnya 
adalah term “kerugian keuangan negara”. Dalam Kamus Besar Bahasa 
Indonesia edisi ke empat Tahun 2008 mendefinisikan kata rugi, kerugian 
atau merugikan sebagai berikut: „kata “Rugi” (1) adalah kurang dari 
harga beli atau modalnya (2) kurang dari modal (3) “rugi” adalah, tidak 
mendapat faedah (manfaat), tidak beroleh sesuatu yang berguna, 
“kerugian” adalah menanggung atau menderita rugi, sedangkan kata 
“merugikan” adalah mendatangkan rugi kepada …, sengaja menjual 
lebih rendah dari harga pokok..”25 
Dengan merumuskan substansi terminologi “kerugian” dalam 
rumusan kamus maupun undang-undang sebagai “hilang, kekurangan, 
                                                           
25 Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa Indonesia, Edisi ke empat 2008, (Departemen 
Pendidikan nasional), Penerbit PT. gramedia pustaka utama , Jakarta, hlm 1186.  
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atau berkurangnya”, selanjutnya diimplementasikan ke dalam rumusan 
keuangan negara Pasal 1 dan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 
2003 maka rumusan “kerugian keuangan Negara akan menjadi rumusan 
sebagai berikut26: 
1) Hilang atau berkurangnya hak dan kewajiban Negara yang 
dapat dinilai dengan uang, akibat perbuatan sengaja melawan 
hukum dalam bentuk : 
a) Hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan 
mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman; 
b) Kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan 
umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak 
ketiga; 
c) Penerimaan negara dan pengeluaran negara 
d) Penerimaan daerah dan pengeluaran daerah  
e) Kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri 
atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, 
barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, 
termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan 
Negara/ perusahaan daerah.  
2) Hilang atau berkurangnya sesuatu baik berupa uang maupun 
barang yang dapat dijadikan milik Negara berhubung dengan 
pelaksanaan hak dan kewajiban akibat perbuatan sengaja 
melawan hukum dalam bentuk: 
a) Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam 
rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau 
kepentingan umum; 
b) Kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan 
fasilitas yang diberikan oleh pemerintah.  
 
Pendekatan implementasi konsep “kerugian keuangan Negara” 
berdasarkan terminologi Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tersebut, 
dalam implementasi dan rincian sebagai berikut: hilang atau berkurangnya 
hak dan kewajiban warga negara yang dapat dinilai dengan uang, maupun 
barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan 
                                                           
26  Hernold Ferry Makawimbang, 2014. Kerugian keuangan Negara dalam tindak pidana korupsi, 
Suatu pendekatan progresif, Thafa media., Yogyakarta, hlm 12.  
40 
hak dan kewajiban akibat perbuatan sengaja melawan hukum dalam 
bentuk27: 
1) Hilang atau berkurangnya Hak dan Kewajiban warga Negara  
a) Hilang/berkurangnya hak negara untuk memungut atau 
menerima pajak. 
b) Mengeluarkan dan mengedarkan uang atau surat berharga 
yang melawan hukum/bukan untuk kepentingan negara 
(untuk kepentingan diri sendiri, orang lain atau corporate). 
c) Melakukan pinjaman tidak sesuai ketentuan dan jumlah yang 
tidak wajar (pinjaman yang tidak bermanfaat atau timbul 
kewajiban membayar negara yang seharusnya tidak ada).  
2) Hilang/berkurangnya keuangan Negara dari kegiatan 
pelayanan pemerintah 
a) Biaya penyelenggaraan tugas layanan umum pemerintah 
pusat dan daerah dalam bentuk layanan;kesehatan, 
pendidikan, transportasi, pengurusan administrasi 
pertanahan, perijinan, jasa perbankan, jasa keuangan dan 
asuransi yang tidak sesuai ketentuan (menaikkan biaya, 
mengurangi volume dan mengurangi hak keuangan negara 
untuk menguntungkan diri sendiri, orang lain atau corporate). 
b) Membayar tagihan pihak ketiga yang melanggar hukum 
(seharusnya tidak membayar, atau membayar lebih tinggi 
dari jumlah yang seharusnya).  
3) Hilang atau berkurangnya Penerimaan dan atau Pengeluaran 
keuangan Negara  
a) Penerimaan negara/daerah, Penerimaan Negara bukan 
Pajak (PNBP), Retribusi, dan penerimaan dari usaha 
Negara/ daerah hilang/lebih kecil dari yang seharusnya 
diterima dari kegiatan yang bersumber dari dana 
APBN/APBD atau BUMN/BUMD 
b) Hak penerimaan keuangan negara/daerah hilang/lebih kecil 
dari yang seharusnya diterima dari perjanjian pengelolaan 
sumber daya alam milik negara (pertambangan, minyak, 
gas, kehutanan, pertanian, perikanan, pengelolaan air, pasir 
dan tanahatau sumber daya alam lainnya.  
c) Pengeluaran kas negara atau kas daerah yang seharusnya 
tidak dikeluarkan atau pengeluaran lebih besar dari yang 
seharusnya (termasuk kualitas barang lebih rendah dan 
penerimaan barang yang dibeli dari uang negara rusak dan 
tidak bermanfaat) 
                                                           
27 Ibid,. Hernold Ferry, hlm 13.  
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d) Timbulnya suatu kewajiban membayar negara/daerah dan 
transaksi pengadaan tidak ada (fiktif), atau pembayaran lebih 
besar dari yang seharusnya (mark up) 
4) Hilang atau berkurangnya Aset Negara yang dikelola sendiri 
atau pihak lain. 
 
Berkurangnya atau kehilangan kekayaan Negara/kekayaan daerah 
berupa aset, uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain 
yang dapat dinilai dengan uang, yang: 
1) Dikelola sendiri oleh pemerintah pusat/daerah 
2) Dikelola BUMN/BUMD atau Badan layanan umum 
negara/daerah.  
3) Dikelola oleh pihak lain berdasarkan perjanjian dengan Negara 
(pemerintah Pusat/Daerah).  
4) Hilang atau berkurangnya kekayaan pihak lain yang dikelola 
negara.  
a) Berkurang/hilangnya kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh 
pemerintah dalam rangka penyelengaraan tugas 
pemerintahan dan/atau kepentingan umum; 
b) Berkurang/hilangnya kekayaan pihak lain yang diperoleh 
dengan menggunakan fasilitas yang diberikan oleh 
pemerintah (asset dan hak istora senayan, asset dan hak 
Kemayoran). 
 
Rumusan “kerugian keuangan Negara” jika dilakukan berdasarkan 
pendekatan interpretasi rumusan keuangan negara dan rumusan kerugian 
negara, maka berpatokan rumusan penjelasan Alinea ke 3 menurut UU 
No. 31 Tahun 1999 adalah sebagai berikut : 
a) Kekurangan kekayaan Negara dalam bentuk apapun, yang 
dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya 
segala bagian kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban 
yang timbul karena berada dalam penguasaan, pengurusan, 
dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara, baik di 
tingkat pusat maupun di daerah, akibat perbuatan sengaja 
melawan hukum.  
b) Kekurangan kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang 
dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan 
negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena 
berada dalam penguasaan, pengurusan, dan 
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pertanggungjawaban Badan usaha milik negara/Badan usaha 
milik daerah, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang 
menyertakan modal Negara, atau perusahaan yang 
menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan 
negara, akibat perbuatan melawan hukum.  
 
Dari penjelasan di atas jelas bagaimana tindak pidana korupsi 
digambarkan khusus mengenai unsur merugikan keuangan negara. 
Munculnya berbagai interpretasi seharusnya mempunyai landasan yang 
jelas dalam menafsirkan yang mana termasuk dalam kategori merugikan 
keuangan Negara. Dengan cara seperti itu kemudian dapat menghindari 
adanya bias dalam memandang pidana korupsi dari paradigma positivistik, 
yakni bagaimana aturan tertulis menginterpretasikan pidana korupsi 
khususnya tentang definisi kerugian keuangan Negara. Berdasarkan 
unsur-unsur tersebut, kerangka pikir skema kerugian keuangan Negara 
penjelasan Alinea ke 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dapat 





Kerugian keuangan Negara sebagai ranah pengaturan pidana persfektif 


















Sebagai implementasi dari unsur Pasal 2 dan 3 Undang-Undang 
Nomor 31 Tahun 1999, jika dipetakan terdapat 15 (lima belas) 
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melawan hukum, memperkaya diri, penyalahgunaan wewenang dan 
jabatan serta unsur merugikan keuangan negara. Tindak pidana Korupsi 
sebagai suatu perbuatan yang masuk dalam kategori Extra ordinary cryme 
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Undang-undang mengenai tindak pidananya dengan cara seperti itu 
kemudian dapat menghindari adanya multiinterpretasi atau multitafsir 
korupsi sebagai sebuah tindak pidana.   
 
4. Penyidikan Tindak Pidana Korupsi 
Penyidikan suatu istilah yang di maksudkan sejajar dengan 
pengertian opsporing (Belanda) dan investigation (Inggris) atau 
penyiasatan atau siasat (Malaysia). KUHAP memberi definisi penyidikan 
sebagai berikut28. 
“Serangkaian tindakan penyidikan dalam hal dan menurut cara 
yang di atur dalam undang-undang ini untuk mencari serta 
mengumpulkan yang dengan bukti itu membuat terang tentang 
tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.” 
 
Dalam bahasa Belanda ini sama dengan opsporing. Menurut de 
Pinto,menyidik (opsporing) berarti “pemeriksaan permulaan oleh pejabat-
pejabat yang untuk itu ditunjuk oleh undang-undang segera setelah 
mereka dengan jalan apa pun mendengar kabar yang sekedar beralasan, 
bahwa ada terjadi sesuatu pelanggaran hukum”. 
Pengetahuan dan pengertian penyidikan perlu dinyatakan  dengan 
pasti dan jelas, karena hal itu langsung menyinggung dan membatasi hak-
hak asasi manusia. Bagian-bagian hukum acara pidana yang menyangkut 
penyidikian adalah sebagai berikut29 : 
1) Ketentuan tentang alat-alat penyidik. 
2) Ketentuan tentang diketahui terjadinya delik. 
3) Pemeriksaan di tempat kejadian. 
                                                           
28 Andi Hamzah,. 2012. “Hukum Acara Pidana Indonesia. Jakarta : Sinar Grafika. Hal 120.  
29 Ibid,. hal 121.  
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4) Pemanggilan tersangka atau terdakwa. 
5) Penahanan sementara. 
6) Penggeledahan. 
7) Pemeriksaan atau interogasi. 
8) Berita acara (penggeledahan, interogasi, dan pemeriksaan di 
tempat) 
9) Penyitaan. 
10) Penyampingan perkara. 
11) Pelimpahan perkara kepada penuntut umum dan 
pengembaliannya kepada penyidik untuk disempurnakan. 
 
Dalam hal penyidikan tindak pidana korupsi, maka salah satu hal 
yang penting untuk dipertanyakan adalah, siapa yang berwenang untuk 
melakukan penyidikan. Penyidikan tidak hanya menyinggung masalah 
prosedur pemeriksaan dan pengumpulan bukti tetapi juga masalah siapa 
yang memiliki wewenang dalam melakukan penyidikan. Kalau dalam 
KUHAP No. 8 Tahun 1981 Pasal 1 Butir 1 dijelaskan bahwa yang 
berwenang adalah :  “Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik 
Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi 
wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan”.  
Dari penjelasan KUHAP maka kita bisa menganalisa bahwa untuk 
tindak pidana korupsi, sebagaimana yang kita ketahui bersama kalau 
korupsi dengan nominal 1 Milyar ke atas ditangani oleh KPK (Komisi 
Pemberantasan Korupsi) maka penyidikan tindak pidana korupsi sebagai 
sebuah tindak pidana khusus yang bias ditangani oleh Kepolisian, 
Kejaksaan, ataupun KPK sebagaimana yang telah diamanatkan dalam 
Undang-undang.  
Dalam hal penyidikan jika tidak ditemukan bukti yang cukup atau 
peristiwa tersebut bukanlah peristiwa pidana maka penyidikan dihentikan 
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demi hukum, penyidik mengeluarkan Surat Perintah Penghentian 
Penyidikan (SP3). Jika penyidik telah selesai melakukan penyidikan, 
penyidik wajib segera menyerahkan berkas perkara tersebut kepada 
penuntut umum. Dan dalam hal penuntut umum berpendapat bahwa hasil 
penyidikan tersebut kurang lengkap, penuntut umum segera 
mengembalikan berkas perkara tersebut kepada penyidik disertai petunjuk 
untuk dilengkapi. Apabila pada saat penyidik menyerahkan hasil 
penyidikan, dalam waktu 14 hari penuntut umum tidak mengembalikan 
berkas tersebut, maka penyidikan dianggap selesai.  
C. Penegakan Hukum (Law Enforcement) 
Menyinggung tentang ruang lingkup penegakkan hukum, maka kita 
akan melihat bagaimana luasnya pembahasan dalam hukum, karena 
mencakup hal-hal yang langsung dan tidak langsung terhadap orang yang 
terjun dalam bidang penegakkan hukum. Akan tetapi yang dimaksud 
dengan penegakkan hukum disini lebih spesifik tentang masalah 
penegakkan hukum yang tidak hanya mencakup “law enforcement”, juga 
meliputi “peace maintenance”. Adapun orang-orang yang terlibat dalam 
masalah penegakkan hukum di Indonesia ini adalah diantaranya polisi, 
hakim, kejaksaan, pengacara dan lembaga pemasayarakatan atau 
penjara.  Kepolisian, kehakiman, kejaksaan, pengacara, lembaga 
pemasyarakatan adalah institusi penegak hukum. Penegakan hukum 
sangat bergantung dari efektifitas peran dan fungsi dari semua lembaga 
tersebut.30  
                                                           
30 Suratman, 2012, Metode Penelitian Hukum, Alfabeta., Bandung, Hlm 58.  
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Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk 
tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai 
pedoman perilaku dalam hal lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum 
dalam kehidupan bermasyarakat atau bernegara. Wayne lafavre juga 
menjelaskan penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakekatnya 
merupakan penerapan diskresi yang menyangkut pembuatan keputusan 
yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai 
unsur penilaian pribadi. Penegakan hukum sangat bergantung pada 
persepsi masyarakat terhadap aturan hukum atau bagaimana hukum 
hidup dalam masyarakat (living law). Dalam pandangan H.C Kelman 
bahwa masalah penegakan hukum bergantung pada ketaatan hukum di 
mana masalah ketaatan hukum merupakan suatu derajat yang bisa diukur 
secara kualitatif ke dalam tiga proses; Mulai dari compliance yaitu orang 
taat terhadap hukum karena adanya harapan untuk memperoleh imbalan 
atau usaha untuk menghindarkan diri dari sanksi yang mungkin 
dijatuhkan. Kedua; Identification yaitu merupakan suatu proses di mana 
seseorang menempatkan diri pada nilai-nilai pihak lain yang dianggap 
sangat penting, dan yang ketiga; Internalisation yaitu seseorang mentaati 
kaedah-kaedah hukum disebabkan secara intrinsik atau kaedah-kaedah 
tadi sesuai dengan nilai-nilai yang dianut ataukah bagaimana 
menginternalisasi hukum sebagai sebuah nilai.31  
                                                           
31 Op.Cit,. Achmad Ali,. Hlm 202-203.  
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Hukum bukan hanya sekedar kumpulan peraturan tingkah laku 
belaka, tapi juga manifestasi konsep-konsep, ide, gagasan dan cita-cita 
sosial mengenai pola ideal sistem pengaturan dan pengorganisasian 
kehidupan masyarakat. Hal itu jelas tercermin dalam konsep atau cita-cita 
tentang keadilan sosial, kesejahteraan hidup bersama, ketertiban dan 
ketentraman masyarakat yang sudah tertata dalam sebuah sistem  
demokrasi. Pola ideal sistem pengaturan dan pengorganisasian 
kehidupan masyarakat dengan sarana hukum ini meliputi seluruh aspek 
kehidupan masyarakat, baik dalam bidang sosial dan budaya maupun 
dalam bidang ekonomi dan politik. dalam konteks ini, hukum merupakan 
pedoman bertingkah laku dalam kehidupan masyarakat. Selain itu yang 
perlu ditekankan di sini adalah bagaimana kaidah, norma dan asas hukum 
dari segi implementasinya. Semua bentuk ideal dalam hukum termasuk 
asas tidak boleh hanya menjadi onggokan konsep-konsep ideal tetapi dari 
tumpul dari segi penerapan. Maka satu hal yang perlu digaris bawahi 
adalah antara sistem dengan aktor harus sejalan, sistem yang ideal diikuti 
dengan moralitas individu oleh setiap aktor maka penegakan hukum tentu 
bukanlah sebuah hal yang utopis. 
Seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa bidang penegakan 
hukum tidak hanya mencakaup law enforcement, akan tetapi juga peace 
maintenance. Penegakan hukum yang dimaksud dalam bidang tersebut 
lebih mengarah kepada lembaga penegakan hukum atau penegak hukum. 
Secara sosiologis setiap penegak hukum mempunyai kedudukan (status) 
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dan peranan (role). Peranan-peranan lembaga tersebut dapat dijabarkan 
ke dalam unsur-unsur sebagai berikut32: 
1. Peranan yang ideal (ideal role) 
2. Peranan yang seharusnya (Expected role) 
3. Peranan yang dianggap baik (perceived role) 
4. Peranan yang sebenarnya dilakukan (actual role) 
 
Hukum merupakan kaidah tertinggi yang harus diikuti oleh 
masyarakat dalam melakukan interaksi sosial, dan oleh penguasa negara 
dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Perlu 
diketahui, bahwa hukum bukanlah merupakan kaidah yang bebas nilai, 
dimana manfaat dan mudaratnya tergantung kepada manusia 
pelaksananya atau orang yang menerapkannya. Tetapi hukum merupakan 
kaidah yang sarat nilai, menentukan identitasnya, harapan-harapannya, 
dan cita-citanya. Singkatnya, hukum memiliki logika sendiri, kehendak 
sendiri, dan tujuan sendiri. Walaupun demikian, hukum tidak dapat 
merealisasikan sendiri kehendak-kehendaknya tersebut, karena ia hanya 
merupakan kaidah. Oleh karena itu dibutuhkan kehadiran manusia untuk 
mewujudkan (aparat penegak hukum). Dengan cara memandang hukum 
seperti itu, maka penegakkan hukum (law enforcement) tidak sekedar 
menegakkan mekanisme formal dari suatu aturan hukum, tapi juga 
mengupayakan perwujudan nilai-nilai keutamaan yang terkandung dalam 
hukum tersebut. Penegakkan hukum yang hanya mengandalkan prosedur 
formal, tanpa mengaitkan secara langsung dengan spirit yang 
                                                           
32 Soerjono Soekanto, 1983, Penegakan hukum, Bina Cipta,. Bandung. Hlm 78.  
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melatarbelakangi lahirnya kaidah-kaidah hukum, membuat proses 
penegakan hukum akan berlangsung dengan cara yang sangat 
mekanistik. Padahal tuntutan hukum bukan hanya pada pelembagaan 
prosedur dan mekanismenya, tapi juga pada penerapan nilai-nilai 
substantifnya.33  
Dalam proses perubahan sosial, faktor-faktor yang berpengaruh 
terhadap bekerjanya hukum dalam masyarkat bukan hanya faktor internal 
dalam sistem hukum itu sendiri (hukum, aparat, organisasi, dfasilitas), tapi 
juga faktor-faktor eksternal di luar sistem hukum, seperti sistem sosial, 
politik, ekonomi, dan budaya. Melihat kenyataan di atas, dapat dikatakan 
bahwa hukum sangat erat dengan kemasyarakatan, oleh karenanya 
hubungan antara hukum dan penegak hukum yang satu dengan yang 
lainnya sangat erat sekali. Hal ini sesuai dengan sebuah statemen yang 
menyatakan bahwa hukum secara sosiologis itu sangat penting, dan 
merupakan lembaga kemasyarakatan (sosial institution) yang merupakan 
kumpulan nilai-nilai, kaidah-kaidah dan pola-pola perilakuan yang berkisar 
pada kebutuhan-kebutuhan pokok manusia. 
Berdasarkan hal di atas dapat ditarik kesimpulan, bahwa masalah 
pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang 
mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang 
netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-
faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut, adalah sebagai berikut34 : 
1) Faktor hukumnya sendiri 
                                                           
33 Ibid,. Soerjono Soekanto,. Hlm 80. 
34 Ibid,. Soerjono Soekanto,. Hlm 84.  
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2) Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang akan membentuk 
maupun menerapkan hukum 
3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. 
4) Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut 
berlaku atau diterapkan. 
5) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang 
didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. 
 
Kelima faktor tersebut saling berkaitan eratnya, oleh karena 
merupakan esensi dari penegakan hukum, juga sekaligus tolok ukur 
daripada efektivitas penegakan hukum. Walaupun interpretasi di atas 
memiliki corak sosiologis tetapi tidak bisa dinafikkan bahwa pendekatan ini 
juga turut berpengaruh dalam penegakan hukum untuk saat ini. Khusus 
untuk penegakan hukum di ranah pidana maka salah satu langkah yang 
dilakukan sampai hari ini adalah bagaimana merevisi aturan formal pidana 
yaitu KUHP walaupun materiilnya atau KUHAP (prosedur beracara). 
Walaupun memunculkan polemik dengan adanya pro kontra tetapi 
memang satu hal yang perlu digaris bawahi untuk efektivitas penegakan 
hukum maka hukum harus mengikuti perkembangan masyarakat. Relevan 
dengan adanya adagium bahwa “Hukum tertatih mengikuti perkembangan 
zaman”. 
D. Upaya Pemberantasan Kejahatan (Tindak Pidana Korupsi) 
Pidana Korupsi sebagai sebuah tindak pidana yang termasuk 
dalam kategori Seriousnees Crime adalah suatu perbuatan yang dalam 
sudut pandang ilmu social dikategorikan sebagai sebuah kejahatan, 
sebuah tindakan pidana yang memerlukan upaya penanggulangan. 
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Sebagai sebuah kejahatan maka secara umum dikenal ada tiga upaya 
pencegahan kejahatan sebagai berikut: 
1) Pre-Emtif 
Yang dimaksud dengan upaya Pre-emtif adalah upaya-upaya yang 
dilakukan oleh penegak hukum, mulai dari kepolisian, kejaksaan sampai 
KPK sebagai sebuah lembaga yang khusus untuk mencegah terjadinya 
tindak pidana korupsi. Usaha-usaha yang dilakukan dalam 
penanggulangan kejahatan  secara Pre-Emtif adalah menanamkan nilai-
nilai, norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut 
terinternalisasi dalam diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk 
melakukan kejahatan tapi tidak ada niatnya untuk melakukan hal tersebut 
maka tidak akan terjadi kejahatan. Jadi dalam usaha Pre-Emtif faktor niat 
akan menjadi hilang meskipun ada kesempatan. 
2) Preventif 
Upaya-upaya preventif ini adalah merupakan tindakan lanjut dari 
upaya Pre-Emtif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadi 
kejahatan. Dalam upaya preventif yang ditekankan adalah menghilangkan 
kesempatan untuk dilakukannya kejahatan. Contoh ada orang ingin 
mencuri motor tetapi kesempatan itu dihilangkan karena motor-motor yang 
ada ditempatkan di tempat penitipan motor, dengan demikian kesempatan 





Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana/kejahatan 
yang tindakannya berupa penegakan hukum (law enforcemenet)  dengan 
menjatuhkan hukuman. Untuk korupsi maka salah satu upaya represif 
adalah dengan memberikan hukuman yang berat melalui revisi Undang-














A. Lokasi penelitian 
Dalam skripsi ini penelitian akan di lembaga tinggi negara terkait 
dengan lembaga yang khusus menyajikan data tentang penyidikan tindak 
pidana korupsi mulai dari Kepolisian, Kejaksaan Tinggi, Kepolisian, Komisi 
Pemberantasan Korupsi (KPK), serta lembaga hukum lainnya. Sebab dari 
hasil peninjauan penulis sebelumnya bahwa masalah tersebut terkait 
mulai dari penerapan asas Equality before the law yang merupakan salah 
satu prosedur adalah bagian dari hukum formil pidana. Penerapan asas 
adalah bagian dari prosedur penegakan tindak pidana korupsi, di mana 
terkait masalah ini dapat di lakukan penelitian dibeberapa institusi yang 
disebut di atas. 
 
B. Jenis dan sumber data 
Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan jenis data: 
1. Data Primer 
Data diperoleh dari penelitian lapangan, berupa wawancara 
langsung dengan pihak yang memiliki keterkaitan dengan tema, mulai dari 
kejaksaan, Kepolisian, Komisi Pemberantasan korupsi (KPK), Pemerhati 
isu sosial, dan pihak lain yang bersangkutan dengan pokok permasalahan 
yang diangkat dengan penulisan skripsi ini. 
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2. Data Sekunder  
Data ini diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan yakni dengan 
mempergunakan dan mengumpulkan buku-buku atau kitab-kitab bacaan 
dari perpustakaan dan berbagai toko-toko buku. Buku yang digunakan 
adalah buku yang ada hubungannya atau relevansinya dengan 
pembahasan skripsi ini serta mempergunakan sumber-sumber lain yang 
berkaitan dengan penelitian ini, misalnya dengan melalui penelitian 
lapangan yang dilakukan secara langsung terhadap objek yang menjadi 
sampel penelitian. 
C. Teknik Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini 
adalah : 
1. Metode interview, yaitu penulis mengadakan wawancara dan Tanya 
jawab dengan pihak kepolisian dan pihak yang terkait dalam 
perkara penyidikan tindak pidana korupsi ini guna memperoleh data 
dan informasi yang diperlukan. 
2. Metode dokumentasi, yaitu penulis mengambil data dari dokumen-
dokumen atau arsip-arsip yang diberikan pihak yang relevan 
dengan permasalahan yang dibahas. 
 
D. Analisis Data 
Data yang diperoleh atau yang dikumpulkan dalam penelitian ini 
baik data primer maupun data sekunder merupakan data yang sifatnya 
kualitatif maka teknik analisis data yang digunakan adalah analisis 
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kualitatif, dimana proses pengolahan datanya setelah data tersebut 
terkumpul dan dianggap telah cukup kemudian data tersebut diolah dan 
dianalisis secara deduktif yaitu berlandaskan kepada dasar-dasar 
pengetahuan umum yang sifatnya universal kemudian meneliti persoalan 
yang bersifat partikulir. Dari adanya analisis inilah ditarik suatu kesimpulan 

















HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  
 
 
A. Kendala dalam Penerapan Asas Equality Before The Law 
dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi  
 
Sebelum penulis membahas tentang faktor-faktor yang menjadi 
kendala dalam penyidikan tindak pidana korupsi, maka penulis terlebih 
dahulu akan menguraikan data tentang tindak pidana korupsi yang penulis 
dapatkan selama penelitian. Intitusi kepolisian dalam hal ini Polrestabes 
kota Makassar dan Kejaksaan tinggi Makassar menjadi lokasi penelitian 
penulis dengan melakukan wawancara terkait bagaimana penerapan asas 
Equality before the law dalam penyidikan tindak pidana korupsi. Data dari 
Kejaksaan tinggi sulsel yang penulis dapatkan bisa diamati melalui table di 
bawah ini :  
TABEL 1 
Data Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Kejaksaan Tinggi 
Sulawesi Selatan 
Tipikor dari Tahun 
ke tahun  
Jumlah penyidikan 
tipikor yang masuk 
Jumlah Laporan yang 
naik ke penuntutan 
2010 25 Perkara 20 Perkara 
2011 10 Perkara 4 Perkara 
2012 29 Perkara 19 Perkara 
2013 26 Perkara 10 Perkara 
 Sumber data : Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan Tahun 2014 
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Sementara untuk Institusi kepolisian dalam hal ini Polrestabes Kota 
Makassar tidak melansir jumlah laporan tindak pidana korupsi yang 
ditangani, hanya memberikan informasi tentang masalah teknis dalam 
proses penyidikan. Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa Makassar 
yang menjadi sampel penelitian tindak pidana korupsi dari segi jumlah 
kasus naik turun atau fluktuatif, baik dari jumlah laporan yang masuk 
maupun dari perkara yang statusnya dinaikkan sampai pada tahap 
penuntutan. Keterangan tambahan yang diberikan oleh kejaksaan adalah 
untuk perkara yang tidak naik di tahap penuntutan ada yang masih dalam 
tahap pemeriksaan saksi, sebagian lagi masih dalam audit BPKP dan 
Inspektorat.  
Wawancara yang penulis lakukan dengan Syahrul Juaksa Subuki, 
selaku Kepala Seksi Penyidikan menjelaskan bahwa : 
“Untuk perkara korupsi yang statusnya tidak naik pada tahap 
penuntutan dan masih dalam tahap pemeriksaan saksi dan audit 
BPKP dan Inspektorat, sebenarnya bisa ditangani oleh Kejaksaan 
dan kemudian jika cukup bukti bahwa satu perkara merupakan 
tindak pidana korupsi maka akan dilanjutkan pada tahap 
penuntutan dengan syarat pihak Kejaksaan bisa menghitung 
sendiri kerugian Negara yang ditimbulkan, akan tetapi disebabkan 
karena tidak adanya bagian dari Kejati untuk itu (tidak memiliki 
badan audit) sehingga untuk lebih kredibel dan terpercaya masalah 
penghitungan keuangan Negara diserahkan ke pihak BPK atau 
instansi terkait.”  
 
Dalam penerapan asas Equality before the law dalam proses 
penyidikan di Kepolisian juga mengalami kendala yang sama 
sebagaimana di paparkan oleh Kepala Unit Tindak Pidana Korupsi 
Polrestabes Makassar AKP. Badolllah, S.H sebagai berikut : 
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“Dalam hal penyidikan tindak pidana korupsi kendalanya adalah 
dalam menentukan besarnya kerugian negara yang ada dalam 
perkara tindak pidana korupsi yang ditangani, terkadang penyidik 
telah menganggap terjadi tindak pidana korupsi tapi Badan 
Pemeriksa Keuangan atau Inspektorat mengatakan bahwa 
berdasarkan hasil perhitungannya tidak ada kerugian Negara yang 
timbul”. 
 
Dari penjelasan di atas maka dapat kita simpulkan bahwa salah 
satu kendala dalam proses penyidikan adalah penentuan kerugian 
keuangan Negara, sementara paradoksnya adalah dalam penentuan 
kerugian keuangan negera tersebut secara kewenangan lebih 
dipercayakan kepada lembaga lain dalam hal ini Badan Pemeriksa 
Keuangan dan Inspektorat dengan alasan kredibilitas.  
Sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa dalam penyidikan 
terdiri dari dua tahapan yang pertama adalah panggilan dan yang kedua 
adalah pembuatan BAP (Berita Acara Pemeriksaan). Dari prosedur inilah 
kemudian juga ditemukan kendala dalam penerapan asas Equality before 
the law dalam tahap penyidikan tindak pidana korupsi. Khusus untuk 
kepala daerah dalam proses penyidikan tindak pidana korupsi ketika 
diduga melakukan tindak pidana korupsi dan dilakukan pemeriksaan 
sebagai bagian dari penyidikan harus mendapat izin dari Presiden, hal 
tersebut diatur dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004. Pasal 36 
ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor: 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah yang menyatakan : “Tindakan penyelidikan dan 
penyidikan terhadap Kepala Daerah dan atau Wakil Kepala Daerah 
dilaksanakan setelah adanya persetujuan tertulis dari Presiden atas 
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permintaan penyidik.” Dan apabila persetujuan tertulis tidak diberikan 
dalam waktu 60 (enam puluh) hari terhitung sejak diterimanya 
permohonan, proses penyelidikan dan penyidikan dapat dilakukan. Di 
samping itu tindakan penyidikan yang dilanjutkan dengan penahanan 
diperlukan persetujuan tertulis.  
Pasal 53 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor: 32 Tahun 2004 
menetapkan sebagai berikut:  
“Tindakan penyidikan terhadap anggota DPRD dilaksanakan 
setelah adanya persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri atas 
nama Presiden bagi anggota DPRD Provinsi dan dari Gubernur 
atas nama Mendagri bagi anggota DPRD kabupaten/ kota. Dan 
apabila persetujuan tertulis tidak diberikan dalam waktu 60 (enam 
puluh) hari semenjak diterimanya permohonan, proses penyidikan 
dapat dilakukan.”  
 
Selain itu dalam hal pemeriksaan rekening/keadaan keuangan 
tersangka harus mendapat izin terlebih dahulu dari pejabat yang 
berwenang, dalam hal ini Gubernur Bank Indonesia. Regulasi ini 
kemudian yang memberikan imunitas secara hukum terhadap pejabat 
negara yang tentunya sangat bertentangan denga spirit pemerintah dalam 
mengupayakan pemberantasan tindak pidana korupsi tanpa pandang 
bulu.  
Dari hasil wawancara penulis hal ini relevan seperti yang dijelaskan 
oleh Abdul Rahman Mora, S.H,. M.H. selaku Kepala Seksi Penerangan 
Hukum Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan : 
 “Panggilan seorang Gubernur (Kepala Daerah) harus ada izin 
khusus. Biasa seorang pejabat sudah di buatkan Berita Acara 
Pemeriksaan di kantor, tetapi biasa pejabat dalam hal ini yang 
dimaksud adalah kepala daerah meminta untuk pemeriksaan 
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dilaksanakan di kantornya saja dan bukan di Kejaksaan Tinggi. 
Dengan alasan fleksibilitas dalam proses penyidikan dan agar 
pelayanan publik tetap berjalan maka pihak dari Kejaksaan 
memenuhi permintaan Kepala Daerah yang diperiksa dalam kasus 
dugaan korupsi. Selain itu kesulitan dalam penerapan asas Equality 
before the law seorang pejabat sering mangkir dari pemanggilan. 
Selalu ada alasan izin atau karena alasan kesibukan, walaupun 
secara teoritis di sisi lain untuk proses penyidikan manakala sudah 
dilayangkan surat panggilan sebanyak dua kali, maka jaksa dapat 
melakukan pemanggilan secara paksa atau dijemput secara 
paksa." 
 
Hal menarik dari upaya penyidikan yang akan dilakukan oleh para 
penegak hukum ke depan dalam melakukan penyidikan, baik KPK, 
Kejaksaan, maupun Kepolisian adalah direvisinya Undang-undang Nomor 
27 Tahun 2009 Tentang MPR, DPR, DPRD dan DPD (MD3). Dalam 
Undang-undang tersebut diberikan hak imunitas terhadap para anggota 
DPR. Dalam Undang-undang tersebut terdapat  pasal yang memberi 
peluang kepada anggota DPR memperoleh hak istimewa di hadapan 
hukum. Hal itu dibenarkan oleh Irman Gusman selaku ketua DPD 
beberapa waktu yang lalu ketika berkunjung ke KPK. Agenda awal revisi 
Undang-undang MD3 bagaimana supaya ada penguatan dari sisi 
kewenangan lembaga Dewan Perwakilan Daerah (DPD), tetapi justru 
salah satu isi revisi Undang-undang tersebut memberikan proteksi ekstra 





Ketua DPD RI Irman Guzman menyatakan35:  
"Hal-hal yang berkaitan yang melanggar pasal konstitusi adalah 
Pasal 27 ayat 1 di mana dikatakan di sana setiap warga negara 
sama di muka hukum dan pemerintahan tanpa kecuali. Jadi kalau 
ada anggota dewan diberikan hak yang kecuali berarti kan 
tidak equality before the law." 
 
Peneliti Indonesian Corruption Watch (ICW), Abdullah Dahlan 
mengatakan : 
“Potensi proteksi ekstra itu terlihat dalam pasal yang menyebutkan 
bila seorang penyidik ingin melakukan penindakan, maka harus 
mengantongi izin dari Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD).  "Jadi 
penegak hukum jika ingin memanggil anggota dewan sebagai 
saksi, misalnya harus melalui izin Mahkamah Kehormatan Dewan 
dahulu. Ini tentu akan memperpanjang proses administrasi dalam 
mengungkap suatu kasus." 
 
Selain itu, Majelis Kehormatan Dewan berhak untuk memutuskan 
apakah anggota dewan yang dipanggil itu terlibat atau tidak. Majelis 
Kehormatan Dewan sendiri memiliki batas waktu hingga 30 hari untuk 
menentukan itu. Waktu 30 hari ini tentu cukup untuk anggota dewan yang 
terindikasi tindak pidana korupsi misalnya menghilangkan barang bukti, 
atau merapikan segala bukti-bukti yang berhubungan dengan kasus 
korupsi yang dilakukannya.  
Perjalanan untuk mendapatkan izin persetujuan penyidikan inilah 
yang sering dikeluhkan penyidik di satu sisi, dengan mengikuti pola 
prosedur yang ada artinya penyidik harus ekstra kerja keras menggali 
segenap sisi pidana yang disangkakan dengan melakukan penyelidikan 
dan penyidikan, membuat Berita acara pemeriksaan Saksi tanpa 
                                                           
35 (Okezone : edisi 23 juli 2014) Diakses pada tanggal 25 juli 2014 Pukul 20:00.  
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menyentuh sama sekali (menyidik) anggota dewan/eksekutif yang 
disangkakan lebih dahulu, melakukan gelar perkara serta mengajukan 
surat permohonan secara berjenjang dari satuan kepolisan ( penyidik ) 
terendah sampai tingkat Mabes Polri.  
Rentang waktu yang tidak singkat diperlukan untuk mempersiapkan 
segala persyaratan yang harus ada, sampai benar benar siap dan lengkap 
sebelum diajukan permohonan kepada Presiden/Mendagri/Gubernur yang 
artinya terdapat cukup waktu untuk melarikan diri, menyembunyikan 
barang bukti, atau dalam konteks sebagai pejabat publik yang mendapat 
legitimasi dari dukungan Politik, niscaya kegiatan penyidikan tidak akan 
lepas dari hingar bingar politik dan opini baik yang pro maupun kontra. 
Hal yang tidak boleh dilupakan juga selama ini dalam proses 
penyidikan adalah bahwa ada kebiasaan bagi para pelaku tindak pidana 
korupsi yang tidak memenuhi panggilan penyidik dengan alasan sakit. 
Tentu hal ini juga mengganggu proses penyidikan, sebab tidak tanggung-
tanggung dengan alasan sakit para terduga pelaku tindak pidana korupsi 
meminta izin untuk melakukan pengobatan ke luar negeri, umumnya ke 
Singapura. Dengan mengulur waktu ada kesempatan untuk 
menghilangkan alat bukti. Kendala seperti ini kemudian yang tidak bisa 
diantisipasi di Institusi penegak hukum, misalnya dengan menyediakan 
Dokter Ahli, karena tidak adanya dasar hukum.  Hal ini juga diakui oleh 
AKP Badollah selaku Kepala Unit Tipikor Kapolrestabes Makassar, bahwa 
untuk kelancaran proses penyidikan, ke depannya dibutuhkan dokter 
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khusus yang bertugas di Kepolisian untuk memeriksa setiap tersangka 
yang mengeluarkan izin sakit. Dokter ini kemudian yang memeriksa dan 
memberikan saran apakah layak atau tidak untuk diadakan pemeriksaan. 
Dengan cara seperti itu setidaknya salah faktor yang menjadi kendala 
dalam proses penyidikan bisa dihilangkan. 
Selain dari penjelasan tersebut di atas, hal yang perlu diperhatikan 
adalah pelaku tindak pidana korupsi umumnya mempunyai kualitas 
tertentu baik kemampuan maupun kedudukan sosialnya, pelaku tindak 
pidana korupsi pada umumnya memiliki kualitas sebagai orang yang 
pintar, orang yang mempunyai wewenang dan kesempatan, modus 
operandi yang rumit dan dilakukan dengan teknik yang canggih, oleh 
karena korupsi dilakukan oleh orang pintar/berpendidikan dan mempunyai 
wewenang, maka perbuatan korupsi dapat ditutupi dalam jangka waktu 
yang panjang sehingga sulit untuk ditaksir, terutama untuk mencari alat 
bukti yang diperlukan dan upaya mengembalikan uang kerugian negara, 
saksi-saksi dan saksi ahli sering kali kurang kooperatif, dan pelaku tindak 
pidana korupsi dengan sengaja mempersulit penyidikan36.  
Hambatan lain yaitu bahwa tindak pidana korupsi dilakukan secara 
bersama- sama yang mana korupsi tidak pernah dilakukan sendiri 
sehingga pihak terkait yang dijadikan saksi berupaya untuk 
menyelamatkan dirinya, yang mana fakta-fakta yang sebenarnya terjadi 
berbeda dengan yang ada dipersidangan. dan mengenai barang bukti 
                                                           
36 Jeremy pope,. 2003. “Strategi Memberantas Korupsi”. Jakarta : Transparency International 
Indonesia. Hlm 56.  
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atau dalam hal menghadapkan tersangka, karena dalam tindak pidana 
korupsi pembuktian itu sangat sulit didapatkan. Karena kebanyakan hanya 
orang-orang tertentu saja yang mengetahuinya karena hal itu sifatnya 
rahasia, sikap tertutup dari orang-orang sekelilingnya menyebabkan 
kurang mendukung pengungkapannya. 
Dalam kondisi dilematis ketika suatu penyidikan yang dilakukan 
dengan tidak mengindahkan ketentuan formal maupun material akan 
memberikan celah-celah hukum kepada tersangka untuk lolos dari 
tanggung jawab hukum, hal ini tentunya akan memberikan penilaian 
negatif terhadap keseriusan, kredibilitas dan profesionalisme penyidik, 
melawan kepastian hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat, adalah 
bagimana seorang Penyidik dapat menyusun strategi guna menjerat 
tersangka sesuai perbuatan dan kerugian yang ditimbulkan. 
 
B. Upaya penegak hukum dalam mengefektifkan penerapan asas 
Equality before the law dalam penyidikan tindak pidana 
korupsi  
 
Berpegang teguh pada asas equality before the law (sama 
kedudukan dalam hukum dan pemerintahan) dalam penyidikan tindak 
pidana korupsi maka konsekuensi logisnya adalah bahwa tidak boleh ada 
terdakwa tindak pidana korupsi yang mendapat perlakukan istimewa 
antara satu dengan pelaku lainnya. Asas-asas yang dianut dalam KUHAP 
tersebut sebagaimana yang dijelaskan dalam Penjelasan KUHAP sendiri 
diantaranya disebutkan adalah Asas Perlakuan yang sama atas diri setiap 
orang di muka hukum dengan tidak mengadakan pembedaan perlakuan. 
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Secara limitatif bahwa asas ini menghendaki adanya perlakuan yang 
sama antara orang yang satu pdengan seorang lainnya (yang sama-sama 
sedang berada dalam proses peradilan pidana) dengan 
mengenyampingkan berbagai faktor yang ada pada orang-orang tersebut, 
dalam konteks penyidikan tindak pidana korupsi dapat berlangsung 
secara adil (due process model).  
Dengan dianutnya asas kesamaan di depan hukum dalam KUHAP 
yang senafas dengan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 secara definitif 
disebutkan dengan “perlakuan yang sama atas diri setiap orang di muka 
hukum dengan tidak mengadakan pembedaan perlakuan” yang sangat 
dijunjung oleh Pemerintah. Secara yuridis asas kesamaan didepan hukum 
telah dirumuskan dalam huruf g Pejelasan Pasal 6 (1) Undang-Undang 
Nomor 10 Tahun 2004, yang menyatakan bahwa :  
 “Asas kesamaan kedudukan didalam hukum dan pemerintahan 
adalah bahwa materi muatan peraturan perundang-undangan tidak 
boleh berisi hal-hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar 
belakang, antara lain agama, suku, ras, golongan, gender, atau 
status sosial.” 
 
Dalam praktik sering ditemukan adanya pembedaan perlakuan dari 
aparat penegak hukum (Pengadilan/hakim) adalah dengan dialihkan atau 
ditangguhkannya penahanan terdakwa satu dan terdakwa lainnya tidak 
ditangguhkan penahanannya. Pembedaan perlakuan aparat penegak 
hukum dalam bentuk dialihkan atau ditangguhkannya penahanan 
tersangka meskipun merupakan hak subyektif pejabat penegak hukum 
atau hak diskresi yang diberikan oleh undang-undang, sering 
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menimbulkan tanggapan dari antar sesama terdakwa bahkan oleh 
masyarakat, yang pada akhirnya menimbulkan perdebatan diantara para 
penegak hukum sendiri. 
Adanya pembedaan perlakuan hukum dari apara penegak hukum, 
berdasarkan asas kesamaan didepan hukum (equality before the law), 
seharusnya secara hukum tidak ada perbedaan perlakuan yang diberikan 
oleh aparat penegak hukum kepada sesama tersangka, karena proses 
hukum yang digunakan merupakan proses hukum yang adil dan jujur (due 
process model) dalam sistem penegakan hukum yang in concreto, adanya 
perbedaan perlakuan hukum dalam penegakan hukum yang konkrit dapat 
dilihat dan dirasakan secara langsung oleh sesama terdakwa bahkan oleh 
masyarakat luas, karena sebagai bagian dari proses peradilan, maka 
penegakan hukum pidana (proses pemidanaan) tentunya tidak hanya 
didasarkan pada peraturan perundang-undangan pidana (hukum pidana 
positif) saja, tetapi juga harus memperhatikan rambu-rambu proses 
peradilan (penegakan hukum dan keadilan). 
Pada konteks pembahasan ini yang disoroti adalah proses 
penyidikan. Bagaimana supaya proses penyidikan dapat berjalan secara 
transparan sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang. Namun 
realitas yang terjadi justru banyak menyisakan persoalan, banyak pejabat 
atau aparatur negara yang diduga melakukan tindak pidana korupsi bisa 
lolos dari jeratan hukum pada tahapan penyidikan. Permasalahannya 
mulai dari faktor hukumnya sendiri yakni Undang-undang yang 
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memberikan celah sehingga mempersulit proses penyidikan. Faktor 
penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun yang 
menerapkan hukum, faktor ini lebih mengarah kepada moralitas individu 
penegak hukum. Selain itu faktor sarana atau fasilitas yang mendukung 
penegakan hukum juga turut berpengaruh dalam proses penyidikan 
(penegakan) hukum.37  
Dari pemaparan sebelumnya sudah dijelaskan apa saja yang 
menjadi faktor penyebab sehingga asas Equality before the law tidak bias 
diterapkan secar efektif dan efisien dalam sistem peradilan pidana 
khususnya pada tahap penyidikan. Sistem peradilan pidana pada 
hakekatnya merupakan suatu proses penegakan hukum pidana. Oleh 
karena itu berhubungan erat sekali dengan perundang-undangan pidana 
itu sendiri, baik hukum substantif maupun hukum acara pidana, karena 
perundang-undangan pidana itu pada dasarnya merupakan penegakan 
hukum pidana in abstracto yang akan diwujudkan dalam penegakan 
hukum in concreto. Pentingnya peranan perundang-undangan pidana 
dalam sistem peradilan pidana, karena perundang-undangan tersebut 
memberikan kekuasaan pada pengambil kebijakan dan memberikan dasar 
hukum atas kebijakan yang diterapkan. Lembaga legislatif berpartisipasi 
dalam menyiapkan kebijakan dan memberikan langkah hukum untuk 
memformulasikan kebijakan dan menerapkan program kebijakan yang 
telah ditetapkan. Jadi, semua merupakan bagian dari politik hukum yang 
                                                           
37 Soerjono Soekanto. 1993. “Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum”. Jakarta: PT 
Raya grafindo Persada. 
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pada hakekatnya berfungsi dalam tiga bentuk, yakni pembentukan hukum, 
penegakan hukum, dan pelaksanaan kewenangan dan kompetensi. 
Dari beragam permasalahan dalam penerapan asas Equality before 
the law  dalam penyidikan tindak pidana korupsi maka upaya-upaya yang 
perlu ditempuh oleh penegak hukum dalam hal ini yang berwenang 
melakukan penyidikan tidak hanya persoalan yang sifatnya teoritis seperti 
pembenahan sistem peradilan pidana tetapi lebih kepada hal yang 
sifatnya teknis.  
Berdasar hasil wawancara penulis dengan AKP Badollah, S.H 
selaku Kepala Unit Tindak Pidana Korupsi bahwa untuk efektifitas 
penyidikan tindak pidana korupsi maka para pejabat pelaksana tugas 
(Penegak Hukum) harus mempunyai komitmen tinggi, moral, dan pakta 
integritas untuk memberantas koruptor. Untuk hal yang sifatnya teknis 
maka di Institusi penegak hukum khususnya di Kepolisian maupun di 
Kejaksaan dibutuhkan kemampuan menyidik yang lebih professional 
dengan kemampuan menganalisis hal yang sifatnya taktis dan teknis.  
Atas dasar itu kemudian kedepannya diharapkan penyidik diberi 
hak untuk merahasiakan identitas pelapor atau hal-hal lain yang 
memberikan kepercayaan diri serta wawasan dalam penegakan hukum 
terutama dalam penyidikan tindak pidana korupsi. Mampu memahami dan 
menguasai pengetahuan yang berhubungan dengan tugas-tugas sebagai 
penyidik dalam rangka memberikan wawasan/pola pikir, antara lain : 
1. Pengetahuan tentang akuntansi. 
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2. Pengetahuan tentang moneter. 
3. Pengetahuan tentang perbankan. 
4. Pengetahuan tentang pasar modal. 
5. Pengetahuan tentang cessie. 
6. Pengetahuan bidang ekonomi 
Dengan menguasai pengetahuan taktis dan teknis  penyidikan 
secara spesialisasi terhadap tindak pidana korupsi maka penyidik Polri 
secara kualitas akan baik dan dapat dihandalkan terutama dalam 
mengambil langkah-langkah penyidikan dalam rangka pembuktian tentang 
telah terjadinya suatu tindak pidana korupsi. Kemampuan dalam 
menguasai taktis dan teknis penyidikan dapat diketahui dari seberapa jauh 
penyidik Polri menguasai proses penyidikan tindak pidana sesuai dengan 
juklak dan juknis yang telah ada.  
Keterampilan yang diharapkan dimiliki penyidik Polri yang 
professional antara lain : 
1. Memiliki keterampilan dalam komputer yang dapat dimanfaatkan 
untuk kepentingan dalam pemeriksaan maupun dalam mengakses 
informasi – informasi yang di perlukan dalam pengungkapan 
perkara korupsi yang ditangani. 
2. Keterampilan dalam berkomunikasi bagi penyidik Polri dalam 
penyidikan tindak pidana korupsi sangat dibutuhkan terutama 
dalam mencari informasi – informasi maupun dalam berkoordinasi 
antara instansi terkait. Keterampilan dalam berkomunikasi 
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diperlukan juga adanya dukungan penguasaan bahasa yang baik di 
antaranya bahasa asing (bahasa inggris).  
3. Keterampilan dalam mengaplikasikan pengetahuan taktis dan 
teknis penyidikan dalam pelaksanaan tugas penegakan hukum 
tindak pidana korupsi, antara lain : 
1) Terampil dalam pelaksanaan tugas dalam bentuk team/unit baik 
dalam penyelidikan maupun penyidikan. 
2) Terampil dalam memecahkan permasalahan terutama dalam 
penerapan/penentuan pasal-pasal pidana korupsi. 
3) Terampil dalam upaya pembuktian baik dalam penyelidikan 
maupun penyidikan. 
4) Terampil dalam melaksanakan gelar perkara dalam rangka 
analisis kasus untuk diketahui dapat tidaknya penyidikan 
dilanjutkan ataupun masih diperlukan tambahan bukti-bukti 
sehubungan kasus yang sedang ditangani. 
5) Sarana dan Prasarana. Kondisi sarana dan prasarana yang 
diharapkan meliputi peralatan penyidikan, alat komunikasi 
dengan teknologi maju dan kendaraan bermotor roda empat 
yang memadai yang dapat membantu mobilitas penyidik Polri 
dalam melaksanakan tugasnya. Sarana dan prasarana tersebut 
dalam keadaan terawat dan terpelihara dengan baik sehingga 
dapat memperpanjang usia pakai serta tingkat kesiapan yang 
prima dalam mendukung kecepatan penyidikan.  
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Telah disebutkan sebelumnya bahwa salah satu faktor yang bisa 
menghambat penegakan hukum (Law enforcement) adalah peraturan 
perundang-undangan itu sendiri. Sebelumnya telah dijelaskan masalah 
keberadaan undang-undang yang menjadi dasar dalam proses penyidikan 
khusus untuk para pejabat negara mulai dari lembaga eksekutif, legislative 
sampai lembaga yudikatif. Untuk kepala daerah misalnya keberadaan 
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 yang salah satu kontennya 
mengatur tentang proses penyidikan (pemeriksaan) kepala daerah harus 
mendapat izin dari presiden. Demikian pula dengan revisi Undang-undang 
Nomor 27 Tahun 2009 yang memberikan proteksi ekstra terhadap para 
pejabat legislative ketika akan dilakukan pemeriksaan mengenai adanya 
dugaan tindak pidana korupsi. Tentunya keberadaan Undang-undang ini 
memberikan celah yang begitu besar dalam proses penyidikan dan tidak 
akan sejalan dengan spirit pemerintah dalam upaya pemberantasan 
tindak pidana korupsi. Kesimpulannya adalah bahwa ada sebagian 
substansi dari keberadaan Undang-undang ini bertentangan dengan asas 
Equality before the law yang juga keberadaanya sebagai sebuah norma 
dasar sebagaimana yang termaktub dalam Undang-Undang Dasar Tahun 
1945.  
Oleh sebab itu untuk mendukung kinerja para penegak hukum 
dalam hal ini yang berwenang dalam melakukan penyidikan diupayakan 
supaya ke depannya juga didukung oleh produk legislasi yakni Undang-
undang yang pro terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. 
73 
Selain dengan mengajukan uji materil (Judicial review) terhadap sebagian 
dari isi undang-undang yang tidak sejalan dengan semangat 
pemberantasan korupsi penyidik juga mengupayakan secara informal 
misalnya mengenai perizinan, melakukan kerjasama dan koordinasi yang 
baik dengan berbagai pihak  termasuk lembaga swadaya masyarakat dan 
KPK sebagai salah satu pilar pemberantasan korupsi dan terutama 
masyarakat agar dapat turut serta membantu penanganan kasus korupsi. 
Serta melakukan kontrol dalam perkembangan penyelidikan dan 
penyidikan agar dapat memperoleh hasil yang maksimal terutama dalam 
mencari  barang bukti.   
Perubahan Undang-undang yang secara substansi pro terhadap 
upaya penyidikan tindak pidana korupsi merupakan upaya pre-emptif 
dalam penegakan hukum. Hak imunitas yang melekat pada aparatur 
negara tidak boleh menghambat upaya penyidikan atas dugaan tindak 
pidana korupsi. Kalaupun ada diferensiasi antara pejabat negara dalam 
hal penyidikan bukan berarti secara prosedural harus ada diskriminasi 
karena persoalan perizinan yang berbelit-belit, misalnya dengan  
menunggu izin dari presiden kemudian bisa dilakukan penyidikan. Fakta 
historisnya untuk persoalan izin anggota DPR yang diperiksa Presiden 
sebenarnya sudah dihapus dalam UU Nomor 23 Tahun 2003 mengenai 
Susunan dan Kedudukan Anggota DPR, DPRD, dan DPD, yang kemudian 
direvisi menjadi UU nomor 27 tahun 2009 tentang MD3. Undang-undang 
tersebut sudah mengatur khusus dugaan keterlibatan tindak pidana 
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korupsi dan terorisme, Kejaksaan Agung maupun kepolisian berhak 
memeriksa langsung tanpa izin presiden. Jadi solusinya bisa dengan cara 
perizinan itu harus dirubah mekanismenya, bisa dengan cara membentuk 
suatu badan khusus atau panitia khusus yang diberikan kewenangan 
untuk pemberian izin penyidikan yang secara wewenang di amanahkan 
dalam undang-undang. Dengan cara seperti itu maka kedepan upaya 










A. Kesimpulan  
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka penulis dapat 
menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut : 
1. Faktor yang menjadi kendala dalam penerapan asas Equality 
before the law dalam penyidikan tindak pidana korupsi : 
1) Dalam hal penyidikan tindak pidana korupsi kendala penerapan 
asas Equality before the law dalam proses penyidikan beragam 
mulai dari keberadan suatu perundang-undangan yang 
memproteksi para pejabat negara dengan adanya hak imunitas 
sehingga secara prosedural harus mendapatkan izin dari 
presiden. Hal ini tentu akan memperpanjang proses administrasi 
dalam mengungkap suatu kasus tindak pidana korupsi.  
2) Kendala selanjutnya yang membuat penerapan asas Equality 
before the law tidak efektif adalah kurang memadainya sumber 
daya manusia penyidik di institusi penegak hukum seperti di 
Kepolisian dan Kejaksaan. Misalnya dalam hal penentuan 
seberapa besar kerugian keuangan negara atau pemeriksaan 
kesehatan para terduga pelaku tindak pidana korupsi yang 
mangkir dari panggilan atau pemeriksaan karena alasan sakit. 
3) Selain itu di butuhkan fasilitas yang mendukung dalam institusi 
penegak hukum, masalah moralitas dan integritas yang 
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menyeluruh kepada semua penegak hukum dalam proses 
penyidikan juga ikut berpengaruh dalam upaya penerapan asas 
Equality before the law dalam penyidikan tindak pidana korupsi.  
2. Upaya penegak hukum terhadap efektifitas penerapan asas 
Equality before the law dalam penyidikan tindak pidana korupsi : 
1) Pengembangan sumber daya manusia yang lebih profesional 
dalam institusi penegak hukum khusus untuk hal yang sifatnya 
teknis, Seperti kemampuan dalam bidang akuntansi sehingga 
mampu mengaudit seberapa besar kerugian keuangan negara. 
Keterampilan dalam mengaplikasikan pengetahuan taktis dan 
teknis penyidikan dalam pelaksanaan tugas penegakan hukum 
tindak pidana korupsi. 
2) Peningkatan sarana dan prasarana yang bisa meningkatkan 
kinerja penegak hukum dalam melakukan proses penyidikan 
tindak pidana korupsi.   
3) Mengupayakan produk legislasi yang bertujuan mengefektifkan 
penerapan asas Equality Before The Law dalam penyidikan 
tindak pidana korupsi. Prosedur perizinan yang panjang 
membuat penyidik mengalami kesulitan dalam melakukan 






Berdasarkan uraian-uraian pada bab-bab sebelumnya maka 
penulis akan memberikan beberapa saran terkait dengan penerapan asas 
Equality before the law dalam penyidikan tindak pidana korupsi : 
1. Perlunya uji materil (judicial review) terhadap sebagian dari isi 
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 dengan Undang-undang 
Nomor 27 Tahun 2009 terkait keberadaan hak imunitas pejabat 
negara karena bertentangan dengan UUD 1945 Pasal 28 D ayat 1 
tentang perlakuan yang sama di hadapan hukum. 
2. Perlunya pendistribusian kewenangan yang merata di setiap 
institusi hukum yang berwenang dalam melakukan penyidikan 
tindak pidana korupsi.  
3. Perlunya peningkatan profesionalisme institusi hukum dengan 
membentuk badan audit yang bertujuan untuk menghitung besar 
kerugian keuangan negara yang ditimbulkan oleh suatu tindak 
pidana korupsi.  
4. Perlunya peningkatan sarana dan prasarana di institusi hukum 
yang bertujuann untuk meningkatkan kinerja penegak hukum dalam 
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